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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjavan Figh Siyasah Terhadap Transparansi
Pelaksanaan Hak Budget DPR Dalam UU NO.17 Tahun 2003 Tentang Kuangan
Negara ~ Ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dari perspektif Hukum Tata
Negara di Indonesia, dan (2) Menganalisis dari perspektif Hukum Tata Negara
Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan cara studi
kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan.
Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola piker deduktif, yaitu analisis yang
berangkat dari kebenaran umum suatu fenomena dan mengeneralisasi kebenaran
tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang memiliki kesamaan dengan
fenomena yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa DPR
mempunyai tiga fungsi yaitu Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan. Hak Budget DPR merupakan pelaksana dari fungsi anggaran
sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Hak Budget DPR secara
konstitusional berbentuk pembahasan bersama RUU APBN yang diajukan
Presiden untuk kemudian diberikan persetujuan. Wujud pengelolaan negara
bentuk hukumnya adalah undang-undang, inilah yang membuat DPR terlibat
dalam penyusunan APBN sebagai pengelolaan keuangan negara.

Jika ditinjau menurut figh siyasah pengelolaan keuangan negara pada
masa islam adalah Baitul Mal segala macam sumber pendapatan negara
dimusyawarahkan untuk kemaslahatan umat. Presiden atau Khalifah disebut aA/
ikhtiyar, DPR disebut ahl hall wa algd dan gabungan dari DPR serta MPR
disebut ah/ syuro. Itulah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk
mengelola keuangan umat islam dalam ketatanegaraan islam.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis menyarankan DPR lebih
transparansi kepada masyarakat indonesia tentang pertimbangan dan ruang
lingkup campur tangan yang dimiliki DPR dalam mensetujui, menolak ataupun
merubah RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden. Transparansi Pelaksanaan
Hak Budget DPR harus lebih dipertegas lagi dan diatur lebih rinci dalam UU.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan Demokrasi yang sederhana sudah dikenal pada zaman
Yunani di Athena, sejak 500 tahun sebelum Masehi. Sejak awal hidup
bernegara, kehidupan Demokrasi di Indonesia “Bulat air di Pembulu,
bulat kata di Mufakat”'Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep
dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan, yang didalamnya
terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang
dikaitkan dengan negara. Sedangkan konsep kedaulatan menurut Jean
Jaques Rosseau bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum
(Volunte General) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan.

Namun demikian pengertian diatas sebenarnya banyak
mengandung kelemahan, khususnya apabila dihubungkan dengan realitas
perkembangan zaman sekarang. Montesquieu misalnya, mempunyai
pendapat yang sangat berbeda dari Jean Jaques Rosseau. Menurut
Montesquieu kedaulatan yang tidak terpecah-pecah itu mitos belaka,
untuk menjamin demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi-bagi dan
dipisah-pisahkan kedalam tiga fungsi yang disebutnya sebagai 7rias

Politica yang terdiri dari kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Judisial.

'Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT. BINA AKSARA, 1987), Hal 1.
*Jimly Assiddiqie, Konstitusi & Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 122-123.



Ditangan siapapun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu berada,
terhadapnya selalu diadakan pembatasan oleh hukum dan konstitusi
sebagai produk kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan itu sendiri.’

Kewenangan pemerintah dibatasi dengan kewajibanya untuk
menyampaikan amanat kepada yang berhak dan berlaku adil untuk
rakyatnya, atau dengan bahasa sederhananya segala kebijakan pemerintah
berupa apapun saja baik, undang-undang, keputusan, penetapan atau
hukuman haruslah berdasar atas kemaslahatan rakyatnya. Sebagaimana

kaidah mengatakan :

sodiadiib s g Julaid S

Artinya:“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan

maslahat”.

Dalam kehidupan berkelompok dibutuhkan seorang pemimpin
untuk mengatur kehidupan kelompok agar kehidupan menjadi aman dan
tentram. Pemimpin tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan
peraturan-peraturan yang dibuat bersama masyarakatnya. Kelompok-
kelompok manusia yang disebut dengan masyarakat, dapat berinteraksi
dengan kelompok atau masyarakat lain sehingga terus berkembang
sampai menjadi sebuah kesatuan negara. Negara sangat berarti dalam
kehidupan manusia. Tanpa negara kehidupan manusia akan anarkis.
Negara diperlukan untuk mengatur masyarakat dalam menjalani

kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara terminologi, negara diartikan

SMei Susanto, Hak Budget Parlemen Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 35.



dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang
mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan

mempunyai pemerintahan yang berdaulat.

Negara memerlukan dana yang sangat besar dalam menjalankan
tugasnya. Oleh karena itulah rakyat diwajibkan untuk membayar pajak
kepada negara. Karena tujuan negara adalah untuk kemaslahatan rakyat
dan keuangan negara berasal dari rakyat, maka tidak dibenarkan
pemimpin negara, dalam konteks ini adalah eksekutif, kepala daerah
seperti Wali Kota dan Ketua DPRD berbuat sekehendaknya sendiri dalam
menggunakan keuangan negara. Pengelolaan uang negara disusun dan
dirumuskan dalam sebuah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Sedangkan, Pengelolaan uang daerah disusun dan dirumuskan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakvyat. APBN berisi daftar sistematis dan

terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara
selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan
APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan

Undang-Undang.Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada

APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini

*Mariam Ulfa, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Hak Budget DPRD Dalam
Penetapan APBD Berdasarkan Pasal 41 Junto Pasal 44 UU No.12/2008 Tentang Pemerintahan
Daerah Di Kota Pasuruan”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 5.


https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia)

berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang
APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan
persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN.
Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai

rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

Dari sini ternyata sangat diperlukan badan pemerintah yang
menangani masalah pengeluaran anggaran negara agar tidak digunakan
secara semena-mena oleh eksekutif. Dalam Islam lembaga atau badan
khusus yang menangani masalah keuangan ini adalah Baitulmal yang
ruang lingkupnya adalah Siyasah Maliah. Siyasah Maliah mengatur
tentang pemasukan dan pengelolaan uang milik Negara meliputi hak
milih, zakat, hasil sumber daya alam (kharaj), bea cukai, pajak (jizyah),
harta waqaf dan lain sebagainya. Siyasah Maliyah ini merupakan bagian
dari lembaga 7asyri’iyyahatau Lembaga legislative sedangkan lembaga
eksekutif disebut tanfidziyah. Siyasah Tasyri’iyyah melingkupi wilayah
legislatif (ahl al-halli wa al-aqdi), perwakilan persoalan rakyat, hubungan
muslim dan non muslim dalam suatu negara, seperti undang-undang
dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peratuaran daerah dan

sebagainya.’

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi dari ketertarikan penulis

terhadap Fungsi Anggaran DPR RI yang didalamnya terkandung Hak

Abd. Rozaq, “Peran Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Fungsi
Budgeting Menurut UU No.27 Tentang Susunan Kedudukan MD3 Tahun 2009 Dalam Kajian
Figh Siyasah”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 4.


https://id.wikipedia.org/wiki/DPR
https://id.wikipedia.org/wiki/DPR

Budget DPR, sebuah hak bagi wakil rakyat untuk menentukan APBN
sesuai yang dikendaki oleh rakyat sendiri, ditinjau daru UU No.17 tahun
2003 tentang keuangan negara dan Figh Siyasah. Sebagaimana manusia
hadir ke muka bumi ini telah diserahkan amanah untuk berperan sebagai
Khalifah yang diwajibkan membangun dan memelihara kehidupan didunia

berdasarkan aturan dan hukum yang memberi amanah, yaitu Allah SWT.

Hak Budget DPR adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh
DPR untuk menentukan pendapatan, pembelanjaan negara dalam bentuk
pembahasan bersama RAPBN bersama Presiden atas pertimbangan DPD.
Sedangkan APBN menurut UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang
disusun secara sistematis, yang mencangkup rencana penerimaan dan
rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran yang disusun oleh
pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR.Pasal 23 Ayat (1) UUD
1945 setelah perubahan, tegas menyebutkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Ketentuan ini menggariskan bahwa yang dimaksud APBN sebagai
wujud pengelolaan keuangan negara, bentuk hukumnya adalah undang-
undang. Bentuk hukum undang-undang inilah yang membuat DPR

terlibat dalam penyusunan APBN sebagai pengelolaan keuangan



negara.Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu
ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasar
Fasisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi
dalam negara Demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan
rakyat seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu
ditetapkan dengan Undang-undang artinya dengan persetujuan DPR.
Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana
didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh Rakyat itu sendiri
dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya
sendiri, karena itu juga cara hidupnya.

Alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPR, salah satunya adalah
Komisi. Komisi ini adalah alat kelengkapan yang beranggotakan 80
orang. Komisi ini dapat dibagi dalam dua sub komisi, yaitu penyusunan
RAPBN dan subkomisi Perhitungan APBN. Tugas Komisi Anggaran
adalah sama dengan tugas Badan Anggaran yang selama ini telah
berjalan.’

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam menentukan APBN
DPR lah yang dianggap lebih ahli dalam pengambilan keputusan, karena
lembaga DPR merupakan lembaga wakil rakyat yang merupakan orang-
orang pilihan juga mempunyai Alat Kelengkapan yang sangat mendorong
kinerja DPR. Jika dikaitkan dengan ajaran islam Al-Munawi dalam kitab

Faidhul Qadir menjelaskan: apabila hukum yang berkaitan dengan agama

SAhmad Yani, Pasang Surut Kinerja Legislasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 117.



seperti kekhalifahan dan rangkaiannya berupa kepemimpinan, peradilan,
fatwa, pengajaran dan lainnya diserahkan kepada yang bukan ahlinya
maka tunggulah kiamat, sebab hal itu sudah datang tanda-tandanya.
Hadist tentang bahaya menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya,
telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw:
(o) Bzdr a6 il 32 1) 59 45513

“Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya

maka tunggulah kiamat” (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).

Selain yang disebutkan diatas, Pasal 23 ayat (1) menyatakan
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap
tahun dengan Undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui Anggaran
yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran
tahun lalu. Ayat (1) ini memuat Hak Begrooting (anggaran belanja) DPR.

Pasal 23 UUD 1945 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan
pendapatan dan belanja kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan
pemerintah, ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja
mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala
tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat sebagai pajak dan lain-
lainnya harus ditetapkan oleh Undang-undang yaitu dengan persetujuan
DPR.’

Salah satu fungsi DPR yang sangat penting adalah fungsi

anggaran, yaitu fungsi memberikan persetujuan atau tidak memberikan

"Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT. BINA AKSARA, 1987), 157.



persetujuan terhadap anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Hal
ini diperkuat pula oleh rumusan Pasal 20A UUD 1945 hasil Perubahan
Kedua, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki
Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Fungsi
Anggaran tersebut merupakan implikasi dianutnya sistem demokrasi,
dimana kedaulatan ada pada rakyat. Fungsi Anggaran yang dimaksud
berkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Mengingat APBN ini lebih didominasi oleh angka-angka, APBN pun
lebih banyak diteliti dari sudut pandang ekonomi. Hal yang membuat
fungsi anggaran tidak banyak dikaji dari sudut pandang ketatanegaraan.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada ditangan presiden,
yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Dengan demikian,
Kementrian Keuangan disebut sebagai kantor anggaran yang bertugas
menyususn rancangan APBN. Setelah pihak pemerintah menyusun
anggaran maka diperlukan pembahasan dan persetujuan melalui lembaga
DPR,ini dilihat dari sudut pandang ketatanegaraan.

Dengan melihat APBN sebagai bentuk kongkretisasi program-
program kerja pemerintah, maka salah satu karakter penting APBN
adalah hanya dapat diajukan oleh pemerintah bukan lembaga lainnya.
Bahkan legislatif dan yudikatif pun ditentukan pula pembagian porsi
anggaranya oleh pemerintah. Melihat karakter APBN tersebut, maka Hak

Budget DPR atau yang dikenal dengan fungsi anggaran DPR adalah untuk



menjalankan prinsip kedaulatan rakyat, check and balances dan agae
APBN sesuai dengan tujuan bernegara.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah dalam proses
melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat and check and balances guna
mencapai tujuan bernegara dalam pembahasan proposal APBN, yaitu
berupa tidak adanya tolak ukur atau parameter yang jelas mengapa
proposal APBN harus disetujui, harus diperbaiki atau bahkan ditolak.
Dalam wawancara dengan Anggota DPR RI, M. Nasir Damil (lihat buku
Ahmad Yani), menyatakan karena pembahasan di DPR bersifat politis,
maka berimplikasi pada tidak adanya parameter yang tegas. Hal yang
dijadikan acuan adalah visi dan misi serta p/atform kebijakan dari partai
politik terhadap APBN. Persetujuab APBN pun didasarkan pada
persetujuan partai politik diparlemen yang bergabung dalam fraksi-fraksi
di DPR RI. Untuk itu, peranan partai politik dalam penentuan APBN
sangatlah besar.®

Untuk dapat menggambarkan hak budget DPR Indonesia dalam
rangka mewujudkan APBN yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat, penulis berpandangan perlu untuk juga melihat faktor-faktor yang
mempengaruhi penggunaan hak budget DPR tersebut. Penulis membagi
dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, faktor
internal berasal dari internal DPR itu sendiri yang terdiri dari faktor

kapasitas dan kualitas personal anggota DPR berdasarkan pendidikan,

$Mei Susanto, Hak Budget Parlemen di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 276.
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kerangka regulasi pembahasan anggaran, dan faktor pendukung keahlian
di DPR berupa keberadaan staf. Kedua, faktor eksternal yang berasal dari
luar DPR, yaitu sistem kepartaian dan partai politik, proposal anggaran

dari pemerintah, partisipasi masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi.’

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas terdapat
beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam skripsi yang berjudul
“Hak Budget DPR Ditinjau dari Figh Siyasah dan UU No 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara” yaitu:

1. Status Kelembagaan DPR.

2. Kapabilitas DPR dalam Hak Begrooting (Anggaran Belanja).

3. Kedudukan DPR dalam memutuskan RAPBN.

4. Parameter yang dilakukan DPR dalam Pembahasan bersama RAPBN.

5. Alasan Penolakan dan Penerimaan yang dilakukan oleh DPR dalam
Rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden.

6. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR ditinjau dari UU No 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

7. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR ditinjau dari Figh

Siyasah.

Pembahasan yang lebih spesifik terhadap masalah dilaksanakan

untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas serta

’Ibid., 282-283.
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tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji, maka dari itu

dalam penelitian ini hanya dibatasi pada

1. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU No 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara.
2. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU No 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara ditinjau dari Figh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah,
maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU
No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara?

2. Bagaimana Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU
No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ditinjau dari Figh

Siyasah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

merupakan pengulangan atau duplikasi/penelian yang sudah ada.'®

""Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan
Ampel Press, 2017), 8.
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Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa
penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni
membahas perihal permasalahan mengenai Hak Budget DPR dan
pembahasan mengenai Keuangan Negara. Hal ini dilakukan agar
menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. “Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam Perspektif Pemikiran
Abdul Qadim Zallum: Analisis Kesesuaian Terhadap APBN 2010-
20127 skripsi ini ditulis oleh Ahmad Jauhar Fathoni pada Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya 2014, dalam
skripsi ini menjelaskan Pemikiran seorang tokoh Bagaimana
pengelolaan keuangan negara dalam Islam, dikaitkan dengan judul
skripsi yang penulis ambil adalah terdapat sebuah perbedaan, kalau
skripsi ini meneliti tentang pemikiran tokoh kalau skripsi yang penulis
ambil tentang fungsi anggaran DPR didalamnya mengenai Hak
Budget DPR tidak dicantumkan parameter yang DPR gunakan dalam
hak budgetnya di UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

2. “Peran Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Dalam Melaksanakan
Fungsi Budgeting Menurut UU No.27 Tentang Susduk Tahun 2019
Dalam Kajian Figh Siyasah™? skripsi ini ditulis oleh Abdul Razaq

Fakultas Siyasah, Jurusan Siyasah Jinayah 2011 [IAIN Sunan Ampel

""Ahmad Jauhar Fathoni, “Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam Perspektif Pemikiran
Abdul Qadim Zallum: Analisis Kesesuaian Terhadap APBN 2010-2012”, (Skripsi—IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2014).

"2Abdul Razaq, “Peran Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Fungsi
Budgeting Menurut UU No.27 Tentang Susduk Tahun 2019 Dalam Kajian Figh Siyasah”,
(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2011).
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Surabaya. Dalam skripsi ini jika dilihat dari sudut pandang Latar
Belakang yang ditulis oleh penulis dapat ditarik benang merahnya
mengenai Status Kelembagaan DPRD Kota Surabaya, Hak-hak DPR
seperti interpelasi, angket dan menyatakan pendapat serta
menjelaskan mengenai Peraturan perundan-undangannya dan lain lain
sebagainya.

Jika dikaitkan dengan skripsi penulis ruang lingkup sudah beda
kalau skripsi ini meneliti tentang DPRD kota Surabaya kalau skripsi
penulis meneliti tentang DPR.

3. “Tinjauvan Figh Siyasah terhadap pelaksanaan hak Budget DPRD
dalam penetapan APBD berdasarkan pasal 41 Junto Pasal 44UU

n0.12/2008 tentang pemerintahan daerah di Kota Pasuruan”"’

skripsi
ini ditulis oleh Mariam Ulfa Fakultas Siyasah, Jurusan Siyasah
Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2009. Skripsi ini
merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimanakah pelaksanaan Hak Budget DPRD Kota Pasuruan dalam
penetapan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008 berdasarkan
pasal 41 junto pasal 44 UU No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah serta bagaimana tinjauan Figh Siyasah terhadap pelaksanaan

Hak Budget DPRD Kota Pasuruan dalam penetapan APBD Kota

Pasuruan tahun anggaran 2008 tersebut. Perbedaan terhadap skripsi

“Mariam Ulfa, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Hak Budget DPRD Dalam
Penetapan APBD Berdasarkan Pasal 41 Junto Pasal 44 UU No.12/2008 Tentang Pemerintahan
Daerah Di Kota Pasuruan”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
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yang penulis ambil adalah mengenai ruang lingkupnya, kalau skripsi
ini meneliti tentang hak budget DPRD kota Pasuruan kalau skripsi
penulis meneliti tentang Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR

RIL

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam skripsi adalah:

1.

Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi Pelaksanaan Hak Budget
DPR dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengetahui Bagaimana Transparansi Pelaksanaan Hak Budget
DPR dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditinjau

dari Figh Siyasah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai kegunaan baik dari segi teoritis

maupun praktis. Kegunaan itu antara lain:

1.

Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata
Negara, khususnya tentang:

a. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU No.17

tahun 2003 tentang keuangan negara.
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b. Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU No.17
tahun 2003 tentang keuangan negara ditinjau dari Figh
Siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan
gambaran, masukan dan informasi yang positif kepada para pihak:
ketua, bagian keuangan, ketua komisi dan anggota DPR untuk dapat
dipakai sebagai masukan dalam mengambil keputusan dalam
membuat kebijaksanaan bersama pemerintah. Selain itu penelitian ini
juga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam ikut serta berperan
aktif dalam memantau, memberikan saran, dan masukan dalam
penggunaan APBN. Selain itu, Selain itu, semoga aspek ini dapat

dijadikan rujukan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari
terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka
penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang
diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar tak
tentu arah serta menghindari ambiguitas. Untuk itu peneliti akan
menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul

penelitian ini. Kata kunci dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
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Figih Siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang
terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Secara etimologi, figih
merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata fagiha-
yafqahu-fighan yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat
sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.
Sedangkan secara terminologi, figih lebih populer didefinisikan
sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’yang bersifat perbuatan
yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. (Mujar Ibnu Syarif dan
Khamami Zada; 2008).

Sivasah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu
pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai syariat
islam sebagai ukurannya.

Ahl al-Halli wa al-‘Agd adalah suatu lembaga, parlemen atau
segolongan umat Islam yang menjadi wakil rakyat dalam membuat
keputusan-keputusan untuk kemaslahatan rakyat. Bertolak dari
penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Ah/ al-Halli wa al-‘Aqd
merupakan suatu lembaga atau parlemen yang didalamnya terdapat
pengorgasisasian antara anggota Ahl al-Halli wa al-‘Aqd untuk

mengkoordinasi peran dari setiap anggota agar terwujud
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keseimbangan dalam mencapai tujuan tertentu yaitu untuk
kemaslahatan umat.'*

4. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),
umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota
partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan
umum.

5. Hak Budget DPR adalah Hak DPR untuk menyetujui atau menolak
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang
diusulkan oleh presiden. Apabila rancangan undang-undang tersebut
tidak disetujui oleh DPR, maka pemerintah akan menggunakan APBN
tahun lalu. Hak budget ini ada sebagai hak untuk menjalankan tugas
dan fungsinya dalam bidang anggaran.

6. UU No.17 tahun 2003 adalah produk hukum yang mengatur tentang
keuangan negara, inti dari UU tersebut dijelaskan bahwasannya Dari
sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan

kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa

"Mariam Ulfa, “Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Hak Budget DPRD Dalam
Penetapan APBD Berdasarkan Pasal 41 Junto Pasal 44 UU No.12/2008 Tentang Pemerintahan
Daerah Di Kota Pasuruan”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 25.
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uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara
berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi
seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara,
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan
keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek
sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari
sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau
penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara."

Jadi secara umum, penulis akan membahas mengenai Hak Budget

DPR Ditinjau dari Figh Siyasah dan UU No.17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara

H. Metodologi Penelitian

Urgensi Objek Penelitian Hak Budget DPR sebagai pelaksana
Fungsi Anggaran DPR yang terdapat dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945
dalam Pembahasan RAPBN sebagai wujud pengelola Keuangan Negara.

Hak Budget DPR secara konstitusional berbentuk pembahasan bersama

Bhttps://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/, diakses tgl 1/10/2019, 20.00 WIB.
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RUU APBN yang diajukan presiden untuk kemudian dimintakan
persetujuan. Rumusan Hak Budget DPR dalam bentuk ‘“Pembahasan
bersama” dan memberikan persetujuan merupakan kewenangan yang
sangat besar dalam bentuk pembhasan mendetail sampai dengan Satuan
Tiga (Unit Organisasi, Fungsi dan Program) terdapat dalam Putusan MK
No.35/PUU-X1/2013.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan menyebutkan
bahwa APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara yang bentuk
hukumnya adalah Undang-undang, bentuk hukum undang-undang inilah
yang membuat DPR terlibat dalam penyusunan APBN sebagai pengelola
keuangan negara. Berkaitan dengan keterlibatan DPR atau Hak Budget
DPR dalam penyusunan APBN adalah ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD
1945 setelah perubahan “Bahwa RAPBN diajukan oleh Presiden untuk
dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Hanya presidenlah yang memiliki kewenangan mengajukan RUU
APBN, presiden yang aktif untuk menentukan pengelolaan keuangan
negara dalam RAPBN, DPR hanya bersifat pasif menerima saja. Tanpa
pembahasan bersama antara Presiden dan DPR atas perimbangan DPD
RUU APBN tidak dapat di sahkan menjadi UU APBN.

Frase “untuk dibahas bersama” berkaitan dengan Hak Budget
DPR menimbulkan dua permasalahan, Pertama apakah kedudukan
Presiden dan DPR sejajar dalam pembahasan RUU APBN mengingat

ketentuan pasal 23 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwasanya apabila
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DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden, Pemerintah

menjalankan APBN tahun lalu. Kedua sampai sejauh mana keterlibatan

DPR dalam pembahasan RAPBN apakah bersifat Makro Strategis

(Keseluruhan) atau Mikro Teknis.

Berpijak dari teori keilmuan dan dari keinginan untuk menyajikan
keilmuan yang dibangun di atas dasar wawasan dan prosedur
pengembangan karya tulis ilmiah tertentu, maka studi ini ditulis dengan
cara mengikuti alat pijak metode yang menyangkut cara kerja untuk dapat
memahami objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai ilmu yang
bersangkutan. Penelitian tentang “Hak Budget DPR Ditinjau dari Figh
Sivasah dan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara”
merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian pustaka yang menyelidiki
tugas dan wewenang DPR mengenai Hak Budget DPR yang
merupakan pengaplikasian dari fungsi anggaran dipadukan dengan
Undang-undang yang ada, dengan menggunakan metode diskriptif
analisis. Mendiskripsikan data yang berupa undang-undang, buku dan
literature yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas.
Maka data yang perlu dikumpulkan adalah:

a. Tugas dan wewenang DPR mengenai Hak Budget DPR yang

merupakan pengaplikasian dari Fungsi Anggaran.

b. Penjelasan mengenai Pembahasan RAPBN.
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c. Penjelasan mengenai tolak ukur DPR menerima dan menolak
RAPBN yang diajukan oleh Presiden.

d. Penjelasan UU No.17 tahun 2003 tentanga Keuangan Negara.

e. Teori Siyasah Maliyah.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Sumber Primer'® yaitu bahan-bahan data yang mengikat
dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi:
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Putusan MK
No.35/PUU-X1/2013.

b. Sumber Sekunder dalam penyusunan skripsi ini adalah
berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan Tugas dan
Fungsi DPR mnegenai fungsi anggaran yang dalam intinya
membahas Hak Budget DPR serta bagaimana hukum islam
mengatur tentang keuangan negara. Buku dan literature
tersebut antara lain: Buku Hukum Tata Negara Republik
Indonesiakarangan Kansil, Buku Konstitusi & Konstitualisme
IndonesiaKarangan Jimly Assiddigie, Buku Hak Budget

Parlemen Di Indonesia karya Mei Susanto, Buku Petunjuk

"Abdul Razaq, “Peran Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Fungsi
Budgeting Menurut UU No.27 Tentang Susduk Tahun 2019 Dalam Kajian Figh Siyasah”,
(Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2011), 11.
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Penulisan Skripsi penerbit Tim Penyusun Fakultas Syariah dan
Hukum Ahmad Jauhar Fathoni, Buku Hak Budget Parlemen di
Indonesia karangan Mei Susanto, Buku Pasang Surut Kinerja
Legislasi karya Ahmad Yani.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dokumentasi.'” Selain itu, dalam penelitian ini
juga menggunakan cara menghimpun datayakni dengan cara
membaca, mempelajari dan menelaah Tugas dan wewenang DPR pada
Fungsi Anggaran yang pengaplikasiannya tentang Kedudukan Hak
Budget DPR, dari sumber data yang telah berhasil diperoleh baik
primer maupun sekunder.

Sedangkan, dokumentasi yang dimaksud diatas, merupakan
metodeuntuk meneliti berbagai macam dokumen atau data yang
berhubungan dengan pembahasan utama untuk digunakan sebagai
bahan analisis, Dalam penelitian ini penulis mencari dan
mengumpulkan bahan-bahan baik berupa peraturan
perundangundangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi,
makalahmakalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal
hukum, maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi
dengan judul penelitian yang dapat menunjang penyelesaian

penelitian ini.

"bid., 11.
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4. Teknik Pengelolaan Data
Dalam teknik pengelolaan data ini, penulis menggunakan cara
sebagai berikut:

a. Pengorganisasian data, yaitu menyusun data secara sistematis
sesuai dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebalumnya
dengan melakukan perumusan diskripsi.

b. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan
refrensi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua
catatan data yang telah dihimpun.

c. Melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data
dan editing dengan menggunakan kaidah atau dalil, sehingga
diperoleh suatu diskripsi yang jelas terkait dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas.'®

5. Teknik Analisis Data
Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya
dalam hal ini adalah data data tentang tugas dan wewenang DPR pada
intinya mengenai Kedudukan Hak Budget DPR yang merupakan
pengaplikasian dari Fungsi Anggaran yang terdapat yang nanti akan
dilihat dari sudut Pandang Figh Siyasah Maliyah dan UU No.17 tahun

2003 tentang Keuangan Negara.

'"SAbd. Rozaq, “Peran Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Dalam Melaksanakan Fungsi
Budgeting Menurut UU No.27 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun
2009 Dalam Kajian Figh Siyasah”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012).
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a. Deskriptif,'” yang merupakan suatu teknik dalam meneliti
status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi,
suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah
untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam
hal ini, yakni mencari penjelasan dari berbagai buku, serta
pendapat beberapa tokoh tentang Kedudukan Hak Budget
DPR ditinjau dari UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

b. Deduktif, yaitu cara berpikir dengan berdasarkan suatu
pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan, berupa
menarik kesimpulan khusus dari premis yang lebih umum.
jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah,
maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. penalaran
deduktif erat dengan matematika khususnya matematika
logika dan teori himpunan dan bilangan.*’

Premis bersifat umum dalam hal ini teori tentang Figh

Siyasah Maliyah kemudian diaplikasikan ke wvariabel atau

"Ahmad Jauhar Fathoni, “Pengelolaan Keuangan Negara dalam Islam Perspektif Pemikiran
Abdul Qadim Zallum: Analisis Kesesuaian Terhadap APBN 2010-2012”, (Skripsi—IAIN Sunan
Ampel, Surabaya, 2014), 20.

9 Apriani Rejeki, “Analisis penalaran deduktif”, dalam
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/analisis-penalaran-deduktif/ diakses pada 01/10/2019
20.30 WIB.



25

premis yang bersifat khusus dalam hal ini UU No.17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang lebih spesifiknya
Kedudukan Hak Budget DPR. Dalam skripsi ini dimulai
dengan mengemukakan gambaran umum tentang lembaga
Legislatif Negara, kemudian mengarah yang lebih khusus
tentang DPR beserta kewenangan dan tugas-tugasnya,
kemudian lebih khusus ke arah Badan Anggaran DPR yang
dalam pengaplikasiannya tentang Kedudukan Hak Budget
DPR, kemudian dikaji dengan UU No.17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, selanjutnya ditarik kesimpulan yang

bersifat khusus menurut Figh Siyasah.

Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh, sistematis, serta agar
lebih berarti susunannya, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang
sistematikanya sebagai berikut:

BAB 1 berisi pendahuluan, merupakan pertanggungjawaban
metodologis yang membahas secara jelas dan rinci, terdiri dari latar
belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional,
metodologi penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran
singkat dalam susunan penulisan skripsi ini.

BAB II membahas mengenai teori landasan dalam melakukan

penelitian yang nanti akan dijelaskan mengenai AA/ al-Halli wa al-‘Aqgd
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dalam bidang Siyasah Maliyah dilihat dari ketatanegaraan Islam. Ah/
ikhtiyar dan ahl syuro yang nanti membahas sampai tugas dan
wewenangnya. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan
tertentu dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat
mungkin mancakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hingga
perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati
secara analisis.

BAB III memuat variabel yang akan dijadikan bahan untuk di
analisis dalam hal ini memuat penjelasan transparansi dalam pelaksanaan
Hak Budget DPR menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

BAB IVmemuat mengenai analisis atas jawaban dari rumusan
masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab 2.
Pada bab ini yang nantinya barisikan dua jawaban, yaitu mengenai
Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR dalam UU No.17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Transparansi Pelaksanaan Hak Budget
DPR dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditinjau dari
Figh Siyasah.

BAB V merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan dari semua pembahasan hasil dari penelitian, merupakan
jawaban singkat dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam
skripsi ini. Dan kemudian diikuti oleh penyampaian saran yang bersifat

membangun guna untuk perbaikan skripsi kedepannya.



BABII

KONSEP UMUM AHL AL-HALL WA AL-‘AQD DAN SIYASAH MALIYAH

MENURUT KETATANEGARAAN ISLAM

A. AL-HALL WA AL-‘AQD
1. Pengertian Ahl al-Hall wa al-‘Aqd
Menurut bahasa, AA/ al-Hall wa al-‘Aqd terdiri dari tiga kata,
yaitu:
a. Ahl orang yang berhak (yang memiliki).
b. Al-Halli, melepaskan, menyesuaikan dan memecahkan.

c. Al-‘Agd mengikat, mengadakan transaksi dan membentuk.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian AA/ al-Hall wa al-‘Aqd
menurut bahasa adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk
melonggarkan dan mengikat.”' Dengan kata lain, AA/ al-Hall wa al-‘Aqd
adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi
atau suara masyarakat. AhA/ al-Hall wa al-°‘Aqd juga disebut oleh Al-
Mawardi sebagai ah/ al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Istilah
yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan islam tentang hal ini
adalah ahl/ al-shura, mengacu pada pengertian “Sekelompok angoota

masyarakat yang mewakili umat dalam menetukan arah dan

“'Imam Amrusi Jailani dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2013), 168.
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kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup

mereka”.?

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengembangkan konsep a/-shawqah
dalam teori politiknya yang berarti ah/-shawqah adalah orang-orang yang
berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan
terhormat dimasyarakat. Mereka menjadi semacam tempat untuk
bertanya bagi masyarakat dan ucapan mereka menjadi “kata putus” bagi
masyarakat tersebut, merekalah yang memilih khalifah. Para ahli fikih
siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya lembaga ini yaitu:
Pertama, rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk
diminta pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan
undang-undang. Oleh karena itu harus ada kelompok masyarakat yang
bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan

dan pembentukan dalam melaksanakan undang-undang.

Kedua, rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk
melakukan musyawarah di suatu tempat apalagi di antara mereka pasti
ada yang tidak memiliki pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir
kritis. Ketiga, musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah
pesertanya terbatas. Keempat, kewajiban amar ma ’ruf nahi munkar hanya
bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga

kemaslahatan antara pemerintah dengan rakyat. Kelima, kewajiban taat

Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138.



29

kepada Ulil Amri (pemimpin umat) baru mengikat apabila lembaga
tersebut dipilih oleh lembaga musyawarah. Keenam, ajaran islam sendiri
yang menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat

untuk menentukan suatu kebijaksanaan pemerintahan.?

Ahl al-Hall wa al-‘Aqd pada masa Rosulullah Saw, adalah para
sahabat yaitu mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan
serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Para
sahabat dipercaya memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta
menunjukkan pengorbanan dan kesetiann terhadap islam, dan mereka
sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Ansar maupun kaum
Muhajirin. Mereka itu jelas bukan pilihan rakyat secara resmi, tapi
lantaran mereka mempunyai pengaruh di tengah masyarakat. Mereka juga
mempunyai hak untuk memilih atau menobatkan Khalifah juga

memberhentikannya.

Baik pada masa Rosulullah Saw maupun dalam masa Khulata’ ar-
Rashidun untuk menjamin kelanggengan dalam praktek penyelenggaraan
negara dibentuklah suatu lembaga yang dinamakan dengan ahl/ al-shura
atau biasa disebut dengan AA/ al-Hall wa al-‘Aqd yang beranggotakan
dari tokoh masyarakat. Lembaga ini bersidang setiap saat yang

diperlukan, baik atas permintaan Khalifah atau atas dasar inisiatif

“Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 66-67.
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lembaga tersebut. Masalah-masalah yang dibicarakan adalah semua

problem yang menyangkut kepentingan rakyat.**

2. Sejarah Ahl al-Hall wa al-‘Aqd

Dalam masyarakat Madinah terdapat dua kelompok orang yang
terkemuka: Pertfama, adalah orang-orang yang karena 8 tahun dan 10
tahun telah mengabdi di bidang politik san militer. Kedua, adalah orang-
orang yang secara perlahan menjadi terkemuka karena memiliki wawasan
yang luas dan pengetahuan yang mendalam mengenai Al-Qur’an. Rakyat
menganggap orang-orang tersebut diandalkan dalam masalah-masalah
tersebut. Kedua kelompok terpilih melalui proses alamiah dan secara
otomatis termasuk dalam majelis permusyawaratan di dalam negara.
Sedangkan pemegang eksekutifnya adalah pengganti nabi dan kedua
kelompok tersebut dinamakan AA/ al-Hall wa al-‘Aqd.

Pada pertengahan tahun kesebelas sejak Umar menjabat sebagai
Khalifah, dia menderita luka-luka berat akibat tikaman yang dilakukan
Abu Lu’lu’ah. Pada waktu itu datanglah sejumlah tokoh masyarakat
untuk memohon kepada Umar supaya menunjuk penggantinya, tetapi
karena bahaya perpecahan makin tampak akhirnya Umar menyerah. Akan
tetapi tidak secara langsung dia menunjuk sebagai penggantinya hanya
menyebut enam orang sahabat senior, dan merekalah yang akan memilih

salah seorang diantara mereka untuk menjadi Khalifah. Keeanm orang

*Imam Amrusi Jailani dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2013), 170.
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tersebut adalah Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Sa’ad bin Abi
Waqas, Abd ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Talhah bin
Ubaidillah, serta Abdullah putranya (Umar).”

Keenam sahabat senior tersebut dianggap sebagai Ah/ al-Hall wa
al-‘Aqd yang pertama dalam sejarah islam. Mereka inilah yang kemudian
melakukan musyawarah untuk memilih khalifah yang menggantikan
Umar. Adapun dimasa pemerintahan pasca A/-Khulafa’ Ar-Rashidun
yang diawali dengan dinasti Umayah dan selanjutnya Abbasiyah, lembaga
Ahl al-Hall wa al-°‘Agd ini tidak pernah tercatat dalam sejarah. Hal
tersebut dikarenakan corak pemerintahan pada masa itu sudah berbeda,
bukan lagi atas dasar musyawarah atau pemilihan, tetapi atas dasar
monarki.

Pembentukan lembaga AA/ al-Hall wa al-‘Agd pertama kali
dilakukan oleh pemerintah Bani Umaiyah di Spanyol. Khalifah A/-Hakam
II (961-976 M) membentuk majelis shura yang beranggotakan pembesar-
pembesar negara, sebagian lagi pemuka masyarakat. Jadi, Daulah
Umaiyah II di Spanyol menghidupkan kembali lembaga legislatif yang
telah hilang dalam sejarah politik islam sejak zaman Mu’awiyah yang
berkuasa di Damaskus.”

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran
politik barat terhadap islam, pemikiran tentang Ah/ al-Hall wa al-‘Aqd

juga berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya

PManawir Sjadzali, Islam dan Tatanegara, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 25.
*Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 142.
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lembaga siyasah, lembaga rakyat atau DPR/MPR sebagai representasi

dari kehendak rakyat. Sesuai perkembangan politik islam akibat pengaruh

politik barat mekanisme pemilihan anggota AA/ al-Hall wa al-‘Agd atau

DPR menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

a. Pemilihan umum yang dilakukan dengan cara berkala. Dalam
pemilihan, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan
memilih anggota AA/ al-Hall wa al-‘Aqd sesuai dengan pilihannya.

b. Pemilihan anggota Ahl al-Hall wa al-‘Agd melalui seleksi dalam
masyarakat, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang
dan berintegritas tinggi serta memiliki perhatian besar untuk
kepentingan umat.

c. Ada juga anggota Ahl al-Hall wa al-‘Agd yang diangkat oleh kepala

negara.

Di antara ketiga cara demikian, cara pertamalah yang lebih kecil
kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara
bebas. Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon
anggota Ahl al-Hall wa al-°‘Aqd yang akan mewakilinya, sesuai dengan
pilihan ternaiknya. Sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa
menimbulkan penyimpanan. Sementara cara yang ketiga tidak kondusif
bagi independensi anggota Ahl al-Hall wa al-‘Aqgd untuk bersikap kritis

terhadap penguasa, karena ia diangkat oleh kepala negara.”’ Sejauh ini,

“"Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 143.
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belum ditemui penjelasan tentang hak-hak lain AA/ al-Hall wa al-‘Aqd
seperti pembatasan kekuasaan khalifah, mekanisme pembentukan
lembaga itu, hak kontrol dan sebagainya. Dengan demikian konsep A#A/ al-
Hall wa al-‘Agd masih kabur. Namun hal ini bukan hal prinsip, melainkan
persoalan teknis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan

situasi dan kebutuhan masyarakat.*®

3. Tugas dan Wewenang Ahl al-Hall wa al-‘Aqd

a. Ahl al-Hall wa al- ‘Aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang
mempunyai wewenang untuk memilih dan membai’at imam.
Tidak hanya itu, AA/ al-Hall wa al-‘Aqd juga mempunyai hak
untuk memberikan koreksi dan kritik tegas terhadap pejabat
negara. Kalau mungkin mengajukan pemberhentian terhadap
pejabat tersebut. Jika dilihat dari historis pemecatan oleh Rasul
terhadap Amil Bahrain dan pemberhentian Sa’ad dari jabatan wali
oleh Umar.”

b. Ahl al-Hall wa al-‘Agd mempunyai wewenang mengarahkan
kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.

c. Ahl al-Hall wa al-°‘Aqd mempunyai wewenang membuat undang-
undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang
tidak diatur tegas oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis. Begitupun

pemimpin bisa mengajukan konsep atau rancangan hukum dan

*Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, (Yogyakarta: Ombak,2014), 77.
¥Jeje Abdul Rojak, Hukum TataNegara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73-74.
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undang-undang kepada majelis AA/ al-Hall wa al-‘Agd, hal
tersebut dilatar belakangi melihat kapasitas potensial yang
dimiliki oleh pemimpin tersebut.

d. Ahl al-Hall wa al-‘Aqd tempat konsultasi imam di dalam
menentukan kebijakannya. Salah satu contohnya adalah memberi
masukan kepada pemimpin, ada dua argumentasi yang dijadikan
sandaran pertama, menganalisa lewat telaah bahasa atau
keumuman ayat yang diakui keabsahannya sebagai landasan
terbentuknya iklim musyawarah. Kedua, mencermati pelaku
sejarah Rasulullah Saw dan para sahabat ketika menghadapi suatu
permasalahan yang harus segera direalisasikan.

e. Ahl al-Hall wa al-‘Agd mengawasi jalannya pemerintahan.

4, Keanggotaan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd

Anggota Akl al-Hall wa al-°‘Aqd pada zaman Rosulullah Saw, para
ahli musyawaroh tersebut terdiri dari para sahabat utama, antara lain Abu
Bakar, Umar, Usman, Ali, Zubair bin Awwan, Talhah bin Ubaidillah Saad
bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah, Said bin Al-AS. Mereka inilah yang
diajak musyawarah oleh Rasulullah Saw dalam urusan umat. Berangkat
dari praktek yang dilakukan inilah pada masa Al-Khulafa’ ar-Rashidun,
para ulama siyasah merumuskan pandangannya tentang siapa Ah/ al-Hall

wa al-‘Aqd yang antara lain:
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a. Muhammad Abduh dan Rashid Ridha berpendapat, mereka adalah
pemuka masyarakat, para ulama, petani, buruh, wartawan, dan
kalangan profesi lainnya, serta angkatan bersenjata.

b. Ibnu Taimiyah berpendapat a/-shawqah terdiri dari orang-orang yang
berasal dari berbagai kalangan dan profesi dan mempunyai kedudukan
terhormat dimasyarakat.

c. Imam Nawawi berpendapat bahwa mereka adalah ulama, para
khalifah, dan para pemuka masyarakat yang berusaha mewujudkan

kemaslahatan rakyat.

Dengan demikian, para anggota Ah/ al-Hall wa al-‘Aqd dapat
terdiri dari semua lapisan masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi
rakyat tanpa memandang dari mana mereka berasal. Anggota majelis
shura adalah orang-orang perwakilan sebagai hasil pilihan dari umat, hak
pilih dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemilih dan para
calon anggota majelis shura tidak dikemukakan secara rinci oleh Al-
qur’an maupun Sunnah. Dengan demikian diserahkan sepenuhnya pada
kemampuan masyarakat untuk membuatnya sendiri sesuai dengan
kemampuan dan kondisi yang mereka hadapi. Yang penting dalam
pelaksanaan musyawarah dan prosedur pengambilan keputusannya
mereka tetap berpegang teguh pada prinsip ajaran islam yaitu kebebasan,
keadilan dan persamaan dalam berbicara dan mengemukakan pendapat

baik pendapat mayoritas maupun minoritas. Dalam Piagam Madinah
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ditegaskan tentang pentingnya pelaksanaan musyawarah sebagaimana

Allah berfirman dalam Q.S As-Shura ayat 38:

5 By s i pdals Blial 18 65 180 1 i gl

PN
O3ady
“Dan bagi orang-orang yang menerima seruan 7Tuhannya dan
mendirikan shalat serta urusan mereka diputuskan dengan

musyawarah antara mereka dan mereka menatkahkan sebagian

dari rizki yang kami berikan kepada mereka’, (As-Shura:38).

SIYASAH MALIYAH
Pengertian Siyasah Maliyah

Kalimat siyasah maliyah terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan
maliyah. Kalimat siyasah adalah sebuah istilah dalam bahasa arab yang
dikaitkan dengan otoritas politik yang menjadi urusan dalam suatu negara
yang bersadarkan pada hukum islam. Maliyah berasal dari kata Mal yang
berarti harta. Siyasah Maliyah berarti ilmu politik yang berkaitan dengan
harta, yang orientasi pembicaraannya dalam fikih siyasah ialah sekitar
mengenai baitul mal, sumber perbendaharaan negara, persoalan
perpajakan (daribah) dan sebagainya. Menyangkut tentang anggaran

pendapatan dan belanja negara.
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Menurut lja Suntana, siyasah maliyah dalam Siyasah Syar’iyyah
atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh
suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai syariat
islam sebagai ukurannya. Secara teknis, politik ekonomi islam lebih
dikenal dengan sebutan siyasah maliyah. Dari uraian diatas dapat
disimpulkan secara etimologi siyasah maliyah adalah politik ilmu
keuangan. Sedangkan secara terminologi siyasah maliyah adalah
mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai
dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan

menyia-nyiakannya.

Siyasah Maliyah merupakan bagian dari fikih siyasah menurut
kitab A/ ahkam As-sulthaniyah karya Al-Mawardi. Beliau juga
menjelaskan bahwasanya fikih siyasah adalah bagian dari ilmu fikih.
Namun objek pembahasannya tidak hanya berfokus pada satu aspek atau
satu bidang saja melainkan beliau juga membahas mengenai Siyasah
Dusturiyah (Siyasah perundang-undangan), Siyasah Maliyah (siyasah
keuangan), Siyasah Qadhaiyat (siyasah peradilan), Siyasah Harbiyah

(siyasah peperangan), Siyasah Idariyah (siyasah administrasi).”

%Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, (Yogyakarta: Ombak,2014), 43.
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2. Kedudukan Siyasah Maliyah dalam Figh Siyasah

Kajian siyasah maliyah dalam perspektif islam tidak terlepas dari
Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan praktik yang dikembangkan oleh khulataur
rashidun serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Di dalam
siyasahmaliyah ada hubungan di antara tiga faktor yaitu rakyat, harta,
dan pemerintahan atau kekuasaan. Produksi, distribusi, dan konsumsi
dilandasi oleh aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam
aturan hukum agar ada keadilan dan kepastian. Terdapat
pernyataan “Hukum tanpa moral bisa jatuh kepada kedzaliman, dan moral

tanpa hukum bisa menimbulkan ketidakpastian”.

Kewajiban negara dalam mengatur perekonomian rakyatnya
dijelaskan dalam al-Qur’an tentang pengaturan sumber pendapatan
negara, diantaranya melalui zakat, jizyah dan ghanimah. Selain itu
Negara berkewajiban mengawasi pendistribusianya sehingga dapat
memastikan bahwa harta tersebut banar-benar sudah diterima oleh yang
berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam islam. Al-Qur’an
juga menjelaskan tentang kewajiban negara untuk dapat mengatur
keuangannya dengan baik, sehingga uang tersebut dibelanjakan sesuai
dengan kebutuhan dan kepentingan umum, dan mengatur keuangan
dengan baik sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan yang

dapat merugikan negara.
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Pada masa Rosulullah, sumber keuangan negara terbatas dari hasil
rampasan perang, zakat dan upeti yang diambil dari ahli kitab (yahudi dan
nasrani). Setiap sumber keuangan itu masuk kenegara, untuk kemudian
disalur keposnya. Ketika umat islam memperoleh rampasan perang, maka
saat itu pula harta tersebut dibagi empat perlima untuk tentara-tentara
yang memperolehnya. Sementara sisanya yang seperlima disalurkan
sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an. Upeti
digunakan untuk keperluan perang dan jihad serta untuk kepentingan

umum.

3. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi islam
berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan
negara. Teori yang berkembang adalah teori landasan topangan dan
payung kebijakan. *' teori landasan kebijakan menyangkut konsep tauhid,
keadilan dan keberlanjutan. Teori topangan kebijakan menyangkut
konsep kepemilikan, penguasa, penggunaan dan pemindahan hak milik.
Sementara itu, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu
kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola,

mendistribusikan dan menggunakan kekayaan.

Dari ilmu fikih lahirlah fikih siyasah, secara spesifik dari fikih

siyasah lahirlah siyasah maliyah. Siyasah maliyah memiliki dua bidang

*ja Suntana, Model Kekuasaan Legislatif dalam Sistim Ketatanegaraan Islam, (Bandung:
PT.Reflika Aditama, 2007), 187.
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kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan
pengelolaan sumberdaya alam.’?Siyasah maliyah merupakan salah satu
aspek penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan
untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ruang lingkup yang dikaji
dalam Siyasah maliyah adalah bagaimana caea-cara kebijakan yang harus
diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin,
agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin

melebar.>

4. Sumber Keuangan Negara dalam Perspektif Islam

Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber
keuangan Negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan
perundangan Negara islam hingga saat ini adalah Zakat, Khusmus al —
Ghanaim, al-fai’, Jizyah, ‘usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber
lain nya.

a. Zakat

Kata zakat (3S) merupakan kata dasar atau masdar yang berasal
dari ( S0, SJ», &S yang berarti bertambbah (" al-ziyadah ), tumbuh dan
berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta
tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang
berhak menerimanya. Zakat adalah rukun islam yang ke empat. Menurut

jumhur ulama, zakat ditetapkan pada tahun kedua hijrah. Namun menurut

*Imam Amrusi Jailani dkk, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,
2013), 188.
3Jeje Abdul Rojak, Hukum TataNegara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96.
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sebagian ulama, sepeti al-Thabary, ibadah ini telah ditetapkan ketika

Nabi masih berada di Mekah.

b. Khusmus al-Ghana’im

Harta ghanimah (jamak: ghana’m) adalah harta yang diperoleh
umat islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya
merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta
ghanimah ini diatur tersendiri oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam sejarah
islam, perang pertama jali terjadi adalah perang Badrm yaitu pada 17
Ramadhan tahun kedua hijriah. Dalam perang ini umat islam berhasil
mengalahkan kaum kafir Quraisy serta merampas harta benda dan
menawan mereka. Pada saat itu, sebelum turun ayat tentang pembagian
harta ghanimah ini, Nabi membagi rata semua harta rampasan perang

diantara tentara yang perang.

c. Fai

Seperti diuraikan diatas, Fai’ adalah harta yang diperoleh dari
musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta Fai’ dibagikan untuk
pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allahm Rasul,

karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.
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d. Jizyah

Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk dar a/-
Islam yang bukan muslim kepada pemerintahan Islam. Jizyah ini
dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam
dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah
Islam untuk mereka. Meskipun jizyah merupakan pajak kepala yang harus
diberikan oleh setiap non-muslim (ah/ al-dzimmi) yang balighm berakalm
laki-laki dan mampu berperang, mercka mendapat dispensasi terbebas
dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Karna itu jizyah
bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, malainkan wujud
loyalitas mereka saja. Bahkan mereka yang tidak mampu membayar
berhak mendapat tunjangan negara. Inilah rahasia kewajiban jiyah dalam
Islam. Jizyah bukan dilandasi oleh keinginan Islam untuk menguasai harta
ahl al-dzimmi. Jizyah adalah bagian dari bentuk dakwah Islam yang teduh
dalam rangka mengajak mereka secara persuasif tanpa paksaan untuk

menerima Islam.

e. ‘Usyur al-Tijarah

‘Usyur al-Tijaraj adalah pajak perdagangan yang dikenakan
kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara
islam. Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan
internasional hingga saat sekarang. Dalam negara Islam, kebijaksanaan

pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada pemerintahan Khalifah
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‘Umar ibn Khathab. Ketika wilayah kekuasaan Islam masanya mengalami
perluasan yang pesat, sebagai kaum muslimin melakukan perdagangan

internasional dengan negara-negara non-muslim.

Dalam perdagangan tersebut ternyata umat islam yang melakukan
transaksi di negara non-muslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang
bersangkutan. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Abu Musa al-Asy’ari.
Mendapat laporan tersebut ‘Umar pun memberlakukan pajak perdagangan
bagi non-muslim warga negara asing yang melakukan transaksi bisnis di
negara islam. Pemberlakuan pajak ini dimaksudkan untuk menambah
devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda

pemerintahan.

f. Kharaj

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah.
Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal
tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. Dalam sejarah islam,
kata ini diambil umat islam dari bahasa administratif Bizantium yang
makna asal nya adalah “Upeti”. Dalam nahasa persia, kata ini disebut
Kharag, semakna dengan f¢ributum dalam bahasa Yunani pada masa
kekuasaan Romawi masih jaya. Agaknya kata ini diterima menjadi kata
Arab asli karena sama artinya dengan hasil bumi, yang secara spesifik

berarti pajak yang dibayar untuk prmilikan tanah.
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g. Sumber-sumber Lainnya.
1. Harta warisan yang tidak terbagi
Dalam kenyataanya, ada kemungkinan harta warisan tidak habis
dibagi, bahkan tidak ada yang menerimanya. Hal ini dimungkinkan
karena tiga hal. Pertama, karena terdapat ahli waris yang tidak berhak
menerimanya berdasarkan halangan syar’i, seperti berbeda agama dan
membunu pewaris. Kedua, karena ahli warisnya memang sudah tidak ada
sama sekali. Dalam hal ini, harta warisan ini utuh tidak terbagi.
Kemungkinan Kefiga adalah harta warisan tidak habis dibagi karena ahli
waris hanya dzaw al-furudhi dan tidak ada ’ashabah.
2. Kaffarat
Dalam al-Qur’an ada tiga bentuk Kaffarat ini, yaitu Kaffarat
zhihar, Kaftarat pembunuhan dan kaffarat sumpah. Kaftarat zhihar adalah
perkataan suami yang menyerupakan isterinya dengan ibunya. Kaffarat
pembunuhan merupakan hukuman tambahan atas hukuman yang
ditetapkan Islam terhadap orang yang membunuh orang mukmin secara
tersalah. Kaffarat Sumpah yaitu orang yang melanggar sumpahnya wajib
membayar kaffarat.
3. Dam atau Hidyah
Dam atau Hidyah adalah penyembelihan hewan ternak oleh
jama’ah haji di Tanah Haram, Mekkah, karena melakukan kesalahn atau
kekurangan dalam ibadah hajinya. Dam atau Hadyah ini dibebankan

kepada jama’ah haji yang. (7). Melakukan haji giran dan tamattu’, (2).



45

Ketinggalan salah satu wajib haji seperti berada di Mudzdalifah, (3).
Melakukan larangan ihram seperti melakukan jimak atau memakai
harum-haruman, (4). Melakukan pelanggaran di Tanah Haram seperti

berburu.



BAB III

TRANSPARANSI PELAKSANAAN HAK BUDGET DPR RI DALAM UU

NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1.

Gambaran Umum Tentang Lembaga DPR

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 tergambar jelas, bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi
legislatif dan pengawasan, lembaganya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan
menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka
membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang
berdasarkan Pancasila. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD RI Tahun 1945
menegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan
membentuk Undang-undang”. Apabila dibandingkan dengan rumusan
Pasal 5 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yaitu, “Presiden berhak mengajukan
rancangan Undang-undang kepada DPR”. Rumusan Pasal 5 ayat (1)
sebelum mengalami perubahan pertama tahun 1999 adalah, “Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan Persetujuan

DPR”.

46
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Kedua pasal diatas setelah perubahan pertama tahun 1999,
mengalami perubahan drastis sehingga mengalihkan pelaku ke keuasaan
legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR. Dengak kata lain, sejak
perubahan pertama UUD 1945 pada tahun 1999, telah terjadi pergeseran
kekuasaan eksekutif ke kekuasaan legislatif, dari Presiden ke DPR. Di
samping itu menurut Pasal 21 UUD 1945, setiap anggota DPR berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang yang syarat-syarat dan tata
caranya diatur dalam peraturan tata tertib. Bahkan dipertegas lagi dalam
Pasal 22A ayat (1) UUD 1945 ditentukan juga, “DPR memiliki fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan’. Pasal 22A ayat (2)
UUD 1945 yaitu, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur
dalam pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat”.

Pasal 22A ayat (3) UUD 1945 mengatur juga, “Selain hak-hak
yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR
mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan
pendapat, serta hak imunitas. Dalam UUD 1945, menggambarkan kuat
posisi konstitusional DPR berada dalam Pasal 7C yang rumusnya adalah,
“Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR”.
Sebaliknya, dalam Pasal 7A ditentukan ‘“Presiden dan/atau Wakil
Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul
DPR, baik apabila terbukti telah melanggar pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
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lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai
pengawas, hal ini diatur dalam Pasal 11 UUD 1945, yang rumusannya
adalah sebagai berikut:

a. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

b. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang
menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus
dengan bersetujuan DPR.

c. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur

dengan undang-undang.

Dengan perubahan pertama UUD 1945 tahun 1999, diatur hal lain
yang berakibat posisi DPR menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya.
Ini tercermin dalam Pasal 13 ayat (2) menentukan, “Dalam hal
mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”, serta
ayat (3) menentukan, “Presiden menerima penempatan Duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan DPR”. Selanjutnya dalam Pasal 14
ayat (2) menentukan bahwa, “Presiden memberi amnesti dan abolisi

dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.
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Kemudian, mengenai kewenangan DPR, ini diatur juga dalam

Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Rumusan pasal 20 UUD 1945 adalah

sebagai berikut:

1.

2.

DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.

Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.

Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu.

Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut
disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-
undang.

Dalam hal rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib

diundangkan.

Selanjutnya, rumusan Pasal 20A adalah sebagai berikut:

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.
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Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
pasal-pasal lain UUD ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak
angket, dan hak menyatakan pendapat.

Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap
anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

Ketentuan lebih lanjut tentang DPR dan hak anggota DPR diatur

dalam Undang-undang.

Selain ketentuan pasal di atas, mengenai DPR ini diatur juga

dalam Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22B UUD 1945. Rumusan Pasal 19

UUD 1945 adalah:

a.

b.

Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum.
Susunan DPR diatur dengan Undang-undang.

DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Rumusan Pasal 21 UUD 1945 adalah:

Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh DPR tidak disahkan

oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam

persidangan DPR masa itu.
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Rumusan Pasal 22B UUD 1945 adalah: “Anggota DPR dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur

dalam undang-undang”.**

. Tugas, Wewenang dan Fungsi DPR

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI
memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan
fungsinya, DPR RI memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat. Di samping itu, setiap anggota DPR RI
mempunyaihak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi,
hak angket dan hak menyatakan pendapat tersebut. 37 RUU diantaranya

masuk dalam daftar prioritas untuk dituntaskan pada tahun 2015.

a. DPR mempunyai tugas dan wewenang;:
1. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.
2. membahas dan  memberikan  persetujuan  peraturan
pemerintah pengganti undang-undang;
3. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang
yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu

dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.

*Yuswalina, Kun Budianto, Hukum Tata Negara di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), 95-

99



10.

52

memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-
undang APBN dan rancangan  undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

menetapkan APBN bersama Presiden dengan

memperhatikan pertimbangan DPD.

. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-

undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta
kebijakan pemerintah.

membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.

membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

memberikan persetujuan kepada Presiden atas

pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
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11. memberikan  persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden.

12. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan
mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

13. memberikan  pertimbangan kepada  Presiden  untuk
mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain,
dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan
abolisi.

14. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian
dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional
lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang.

15. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat.

16. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang

ditentukan dalam undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan
pasal 20A ayat (2) UUD 1945 sebagai lembaga perwakilan rakyat
DPR memiliki hak, antara lain: Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk

meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan



54

pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Angket, yaitu hak DPR
untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan. Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak
DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi ditanah air disertai dengan

solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.>

. Fungsi DPR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), DPR RI memiliki
fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi Legislasi
mempertegas kedudukan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang
menjalankan  kekuasaan membentuk  UU. Fungsi Anggaran
mempertegas kedudukan DPR RI untuk membahas termasuk
mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang ditujukan bagi
kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR RI dalam hal penetapan APBN
menjadi sentral karena apabila DPR RI tidak menyetujui RAPBN
yang diusulkan Presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun

sebelumnya.

3Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006),

137-138.
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Fungsi Pengawasan merupakan fungsi DPR RI dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
pelaksanaan anggaran, serta pelaksanaan fungsi pemerintah dan
pembangunan oleh pemerintah. Penegasan fungsi dan hak DPR RI
serta hak anggota DPR RI dalam UUD 1945 sangat mendukung

pelaksanaan tugas DPR RI sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat.

Tabel 1.1 Prolegnas Tahun 2015-2019

S " A

DPR/DPD/Pemerintah 9

DPR/Pemerintah 25

Total 160

Sumber: Badan Legislasi, DPR RI, 2015.

3. Keanggotaan DPR RI Periode 2014-2019

Tabel 1.2 Jumlah Anggota DPR Berdasarkan Jenis Kelamin

PERIODE 2009-2014 PERIODE 2014-2019

18.39% 17.32%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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Laki-Laki 457 81.61% 463 82.68%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2014, diolah.

Tabel 1.3 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Usia

PERIODE 2009-2014 PERIODE 2014-2019

Diatas 50th 38.00% 42.86%

Dibawah 347 62.00% 320 57.14%

50th

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2014, diolah.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar anggota DPR
RI Periode 2014-2019 adalah lulusan pergutuan tinggi (87,14%) yang
terdiri atas 43,75% lulusan pascasarjana, 42,14% lulusan sarjana, dan

1,25% lulusan diploma. Sisanya (12,86%) adalah lulusan SLTA.

DPR RI sebagai lembaga negara memiliki beberapa karakteristik.
Pertama, lingkungan DPR RI merupakan lingkungan politik sehingga
segala sesuatu mudah untuk dipolitisasi. Kedua, heterogenitas
pekerja/pegawai yang ada dilingkungan DPR RI yang diperlihatkan
dengan adanya beberapa jenis status pekerja, yaitu Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan pegawai tidak tetap seperti honorer, tenaga ahli, dan staf
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administrasi. Perbedaan ini berpengaruh terhadap pola pengelolaan dan

interaksi antar pegawai.

Ketiga, meningkatnya kepentingan masyarakat terhadap aktivitas
DPR RI. DPR RI merupakan lembaga pembentuk UU yang isinya akan
berdampak pada kepentingan publik. Oleh karena itu, untuk memastikan
berbagai kepentingan rakyat terakomodasi dalam produk-produk DPR RI,
publik (kelompok dari representasi publik) akan selalu fokus dan
memberikan sorotan terhadap kinerja DPR RI. DPR RI memiliki alat
kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri atas komisi dan badan. Dengan
beragam AKD, DPR RI dapat mendelegasikan fungsi, tugas dan

kewenangnnya.

4. Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Secara etimologis, perkataan anggaran bersumber dari kata
“anggar” atau “kira-kira” atau “perhitungan” *° Sehingga pengertian
anggaran negara berarti perkiraan atau perhitungan jumlahnya
pengeluaran atau belanja yang akan dikeluarkan oleh negara.’’ Di negara
Belanda menurut C. Goedhart, anggaran disebut begrooting yang berasal
dari bahasa Belanda Kuno yang berarti mengirakan. Istilah ini kemudian

diambil alih oleh Undang-Undang Dasar Negara Belanda tahun 1814.

*®poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 1976.

%7 Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan
Yuridis, (Jakarta: Gramedia, 1986), 9.



58

Lain halnya dengan di Inggris, anggaran disebut budget yang
berasal dari bahasa Prancis bouge atau bougette yang berarti “tas” di
pinggang yang terbuat dari kulit. Kemudian kata budget ini di Inggris
berkembang artinya menjadi tempat surat yang terbuat dari kulit
khususnya tas kulit tersebut dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk

. 38
menyimpan surat-surat anggaran.

Anggaran negara yang semula hanya merupakan masalah “tata
usaha” atau “administrasi” , telah pula merupakan masalah undang-
undang. Untuk itu, untuk menyusun suatu anggaran, khususnya anggaran
neagar perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk
menjadi barometer bersama ketika menyusun suatu rancangan anggaran
negara. Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan aspek formil
dalam penyusunan rancangan anggaran negara, sedangkan aspek materil
dari anggaran negara, yaitu mengenai hal apa saja yang perlu diatur dalam

segi pengeluaran negara dan penerimaan negara.

Secara teknis, dalam pengertiannya yang sempit anggaran adalah
suatu dokumen yang terdiri atas kata-kata dan angka-angka. Kata-kata
mengungkapkan barang yang hendak dibeli beserta tujuan suatu
pengeluaran, sedangkan angka-angka menggambarkan yang terkait
dengan barang atau tujuan pengeluaran itu. Berkaitan dengan fungsi

anggaran, Gildenhuys menyebutkan enam fungsi anggaran, yaitu:

®Mei Susanto, Hak Budget Parlemen Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 103-104.
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a. Sebagai kebijakan yang menggambarkan tujuan dan sasaran khusus
yang hendak dicapai melalui suatu pengeluaran dalam anggaran;

b. Sebagai sarana redistribusi kekayaan sebagai salah satu fungsi publik
yang paling utama dari anggaran;

c. Sebagai program kerja pemerintahan;

d. Sebagai sumber informasi;

e. Sebagai sarana kordinasi kegiatan pemerintahan;

f. Sebagai pengawas legislatif terhadap eksekutif.*

Selain daripada yang dijelaskan diatas fungsi anggaran, dalam
perubahan UUD 1945 peran DPR RI adalah membahas APBN
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 Ayat (2), “Rancangan Undang-
Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden
untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.
Demikian pula yang dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (3), “Apabila DPR
tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah
menjalankan APBN tahun lalu”. Selain itu, dalam Pasal 23E ayat (2)
UUD 1945 disebutkan bahwa “Hasil Pemeriksaan keuangan negara
diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan

kewenangannya’.

Terkait dengan fungsi legislasi ~dan terkait dengan

pengawasan, DPR RI  telah ditempatkan sesuai dengan yang

*Mei Susanto, Hak Budget Parlemen Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 108.
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dikehendaki oleh konstitusi. Akan tetapi, di bidang anggaran masih
ada pembatasan karena dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentarig
Keuangan Negara, khususnya Penjelasan Pasal 15 ayat (3) disebutkan
bahwa "Perubahan RUU APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang
tidak  mengakibatkan peningkatan defisit anggaran." Hal itu
menunjukkan peran DPR RI dalam penetapan APBN menjadi tereduksi,

terutama peran dari politik anggaran DPR RI.

Fungsi Anggaran mempertegas kedudukan DPR RI untuk
membahas termasuk mengubah RAPBN dan menetapkan APBN yang
ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan fungsi anggaran tidah
hanya sebatas pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), tetapi mempunyai korelasi dengan keuangan
negara. Dasar hukum perluasan tugas tersebut berasal dari beberapa UU
yang berhubungan dengan APBN, seperti UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dilakukan oleh Komisi I sampai

dengan Komisi XI dan Badan Anggaran.

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI tentang pembahasan APBN
pada umumnya harus sesuai dengan siklus penyusunan dan pembahasan

APBN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
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Keuangan Negara, yaitu bahwa dua bulan sebelum tahun anggaran
berakhir, UU APBN tahun berikutnya harus telah disahkan oleh DPR RI.
Dalam memberikan dukungan keahlian, khusus untuk mengoptimalkan
dukungan fungsi anggaran, Satjen DPR RI telah melakukan kajian
analisis APBN yang dapat diakses oleh anggota DPR RI melalui laman
(website) DPR RL.*

Dalam konteks pembahasan APBN, DPR RI memiliki
kewenangan dan hak politik secara konstitusional. Pembahasan APBN
membutuhkan keseriusan dan kemampuan setiap Anggota dengan
mempertimbangkan berbagai hal termasuk perkembangan pelaksanaan
anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, DPR RI  perlu
menganalisis dan memonitor program dan kegiatan dalam APBN yang
sedang berjalan, sebagai masukan dalam membuat perencanaan anggaran
negara tahun berikut dan kebijakannya. Perencanaan APBN yang baik dan
terukur, akan memudahkan DPR RI dalam mengawasi/memonitor
pelaksanaannya.

Dasarnya adalah konstitusi dan undang undang yang memberi
kuasa/kewenangan bagi DPR RI untuk mengkritisi dan mengawasi
pelaksanaan anggaran negara. Berbagai rencana kerja, kebijakan,
program, kegiatan dan proyek, patut diketahui dan diawasi DPR RI
agar apa yang sudah disepekati/disetujui dalam angaran negara dapat

terlaksana. Ketika DPR RI sudah menyetujui anggaran negara dengan

“%Rencana Strategis DPR RI Periode 2015-2019
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berbagai hal yang terkait langsung terhadap anggaran negara, maka
perencanaan/penyusunan anggaran negara akan lebih baik ke depan. Pada
prinsipnya DPR RI memang selalu memberikan berbagai
catatan/pandangan/kritik/pendapat atas pembahasan anggaran negara,
baik terhadap RUU APBN, RUU Perubahan APBN, dan RUU
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.

Aspek perencanaan/penyusunan, pembahasan, dan pengawasan
anggaran negara merupakan satu kesatuan yang terus-menerus harus
disikapi, dicermati, dan dilaksanakan oleh DPR RI sebagaimana yang
diamanatkan dalam konstitusi dan UU. Tantangan ke depan adalah agar
DPR RI lebih berperan aktif, dalam pembahasan dan pengawasan
anggaran negara. Dalam proses pembahasan anggaran negara, DPR
RI juga perlu mempertimbangkan dan mengkritisi apakah setiap
kebijakan dan program pembangunan sudah sesuai dengan RPJMN
dan  perekonomian global yang belum stabil.  Sehingga dalam
pelaksanaan APBN, anggaran negara lebih kredibel, dan relatif tahan
terhadap berbagai goncangan perekonomian. Kebijakan anggaran negara
yang strategis, harus  benar-benar = dapat memperbaiki  dan
meningkatkan perekonomian, pembangunan, dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.*'

Fungsi Anggaran DPR terkait erat dengan fungsi legislasi dan

fungsi pengawasan. Fungsi legislasi menetapkan kebijakan yang harus

" Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016, 26.
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dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan anggaran. Sedangkan
fungsi pengawasan bertindak mengawasi kualitas pelaksanaan APBN dan
APBD di lapangan. Yang terkait dengan fungsi anggaran DPR adalah
sesuatu yang menyangkut pelaksanaa kebijakan dalam bentuk program-
program kerja pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan
bernegara yang telah dituangkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu,
pelaksanaan fungsi anggaran DPR harus dimulai dengan berbagai
penjabaran kebijakan yang tertera dalam bentuk hukum positif berupa
program kerja pemerintahan ndan pembangunan. Dilain sisi, penyusunan
program-program pemerintahan dan pembangunan dapat pula dirumuskan
dengan mengacu kepada kebutuhan empiris yang ditemukan dilapangan
kemudian dirumuskan menjadi program kerja yang diundangkan dalam
bentuk hukum yang berlaku mengikat untuk umum.

Dengan demikian, program pemerintahan dan pembangunan
disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan
empiris yang telah diundangkan dalam bentuk produk hukum yang
mengikat. Oleh karena itu, setiap program pembangunan nasional tahunan
selalu dituangkan dalam bentuk UU APBN, sedangkan program
pembangunan daerah dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang
APBD. Dengan demikian, setiap program dan proyek untuk memenuhi
penyusunan materi APBN dan APBD haruslah mengikuti logika nya

benar, antara lain:
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a. Dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan program
atau kegiatan apa saja yang harus dikembangkan.

b. Dalam rangka program-program pembangunan yang dibutuhkan
dalam masyarakat program apa saja yang mesti dikembangkan.

c. Untuk pelaksanaan program dan proyek-proyek pembangunan berapa
anggaran yang diperlukan dan bagaimana distribusi dan alokasinya.

d. Pendapatan negara berapa dan bagimana yang dapat memenuhi
kebutuhan akan anggaran belanja negara tersebut.

e. Apa saja yang harus dilakukan agar program-program kerja yang telah
disepakati dengan dukungan anggaran yang ada dapat dilaksanakan
dengan semaksimal mungkin secara efektif dan efisien dengan

kualitas pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Fungsi anggaran DPR tidak hanya berkaitan dengan persoalan
angka-angka anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah serta
bagaimana distribusi dan alokasinya untuk melaksanakan program-
program pemerintah dan proyek-proyek pembangunan. Bahkan
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja tahunan harus pula
mengacu kepada perencanaan pembangunan jangka panjang dan

menengah yang juga dituangkan dalam bentuk undang-undang tersebut.

Harus ada keterkaitan teknis profesional antara Mentri Keuangan
sebagai bendahara negara dengan Badan Perencanaa Pembangunan

Nasional (Bappenas) dan Badan Anggaran DPR. Selain itu, partai politik
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dan para wakil rakyat yang duduk di Bagan DPR RI harus lebih aktif
terlibat dalam perdebatan kebijakan dengan pihak Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional mengenai substansi program yang direncanakan
untuk kepentingan rakyat. Diperlukan mekanisme yang pasti untuk

menjamin keberlangsungan perdebatan kebijakan publik secara terbuka.

Ketika perdebatan mengenai substansi program dan gagasan serta
proyek-proyek yang bersifat pro rakyat telah diselesaikan, barulah
perdebatan berikutnya dilakukan dengan Kementrian Keuangan sebagai
“Government Budget Office” berkenaan dengan angka anggaran
pengeluaran dan pendapatan yang mendukung untuk itu. Namun, dalam
pelaksanaannya seringkali perdebatan mengenai kedua hal tersebut
tercampur menjadi satu, dan yang sering terjadi persoalan alokas angka-
angka yang lebih mendominasi, dan isu-isu mengenai substansi program
tidak tersentuh sama sekali. Perdebatan dan bahkan lobi-lobi hanya

dilakukan berkaitan dengan distribusi dan alokasi angka-angka.

Apabila perdebatan dan diskusi mengenai alokasi anggaran hanya
didominasi oleh sisi pengeluaran sedangkan sisi pendapatan kurang
mendapat perhatian, yang akan terjadi maka perhatian anggota DPR
kususnya Badan Anggaran DPR akan tersita hanya untuk hal-hal yang
berbau angka dan hal-hal yang berbau transaksional tanpa perdebatan
substantif untuk kepentingan lebih luas. Jika hal tersebut terjadi, maka

bukan tidak mungkin Badan Anggaran DPR berubah menjadi pusat
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perencanaan penghasilan pribadi siapa saja yang bersedia untuk terjebak

ke dalam sistem jaringan mafia anggaran.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR tidak dapat berdiri sendiri,
fungsi ini harus selalu berdampingan dengan dua fungsi lainnya yaitu
fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Bahkan jika dilihat kembali,
bahwa fungsi anggaran ini sudah dapat diakomodasi oleh dua fungsi lain
dari DPR. Dimana penyetujuannya APBN berbentuk undang-undang
yakni produk hukum daripada fungsi legislasi, serta dalam pelaksanaan
kebijakan terkait anggaran fungsi yang bekerja aktif ialah fungsi

pengawas.

. TRANSPARANSI PELAKSANAAN HAK BUDGET DPR RI
. Pengertian Hak Budget DPR

Jimly Asshidigie menyebutkan Hak Budget DPR adalah hak
konstitusional yang dimiliki oleh DPR untuk menentukan pendapatan,
pembelanjaan negara dan perpajakan serta melakukan pengawasan umum
terhadap anggaran pendapatan dan perbelanjaan negara.Dalam UUD 1945
yang bersifat singkat dan supel, relatif cukup banyak ketentuan yang
mengatur tentang hubungan presiden (pemerintah) dan DPR. Khususnya
dibidang anggaran hubungan antara DPR dan Presiden diatur dalam pasal
23 UUD 1945 yang menetapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja

negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang.
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Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan
pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu, dan
hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang (pasal 23
ayat (1) dan (4) UUD 1945). Sebenarnya hubungan dibidang anggaran
antar Presiden dan DPR sudah terjalin melalui pelaksanaan fungsi
legislasi, karena dengan menyebut peraturannya dengan Undang-undang,
maka hal ini berarti dalam sistem yang dianut oleh UUD 1945 harus ada

kerja sama antara DPR dan Presiden.

Tanpa adanya hubungan konstitusional tersebut, tidak mungkin
ada Undang-undang yang akan mengatur segala sesuatu dibidang
anggaran negara dan keuangan negara. Karena bentuknya adalah Undang-
undang, maka sebagaimana lazimnya sebuah Undang-undang inisiatifnya
seperti yang telah diuraikan diatas, seharusnya boleh datang dari pihak
pemerintah dan boleh juga datang dari pihak DPR. Namu khusus
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekalipun
ditetapkan dengan undang-undang, terdapat perbedaan bila dibandingkan
dengan Undang-undang lainnya. Perbedaannya antara lain:

a. RUU APBN usul inisiatifnya harus datang dari pemerintah sebagai
pihak pelaksana (eksekutif) yang memerlukan anggaran untuk
mendukung program dan rencana kerja. Dengan demikian tidak ada
RUU APBN yang berasal dari usul inisiatif DPR.

b. Menurut ketentuan UUD 1945 khususnya RUU APBN yang diajukan

pemerintah itu dapat ditolak oleh DPR, dengan penolakan oleh DPR
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maka pemerintah menjalankan anggaran-anggaran tahun yang lalu.
Tidak ada ketentuan konstitusional terhadap RUU lainnya jika tidak
mendapat persetujuan DPR maka pemerintah menjalankan Undang-

undang sebelumnya.

Selanjutnya perbedaan yang cukup menarik dalam hubungan
konstitusional antara DPR dan Presiden dalam bidang anggaran ini ialah
ketentuan yang terdapat dalam penjelasan pasal 23 UUD 1945 bahwa
posisi DPR adalah kuat bahkan lebih kuat daripada kedudukan
pemerintah. Untuk jelasnya dikutip bagian tertentu dari penjelasan pasal

23 tersebut. Ayat (1) memuat hak budget DPR yang menegaskan bahwa:

“ Dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara
adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang
berdasarkan fasisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh
pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang
berkedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia anggaran dan
pendapatan belanja itu ditetapkan dengan Undang-undang. Artinya
dengan persetujuan DPR. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan
hidup dan darimana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh
rakyat itu sendiri denan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat
menetukan nasibnya, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan
bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan DPR
lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah. ini tanda kedaulatan rakyat “

Selanjutnya kalau dibagian lain di dalam penjelasan UUD 1945
dinyatakan bahwa kedudukan DPR adalah kuat, karena DPR tidak bisa
dibubarkan oleh Presiden, maka khusus mengenai anggaran dan
pendapatan belanja negara kedudukan DPR adalah kuat daripada

kedudukan pemerintah, karena ini tanda kedaulatan rakyat. Tentang
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kenapa DPR pernah dibubarkan oleh Presiden karena tidak menyetujui
RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah pada tahun 1960, tidak dibahas
dalam tulisan ini, fakta sejarah itu merupakan catatan sebagai sesuatu

yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam praktek ketatanegaraan.

2. Implikasi Praktik Hak Budget DPR di Indonesia
Hak budget DPR telah dijabarkan dalam UU No.17 tahun 2003
tentang keuangan negara, serta UU No.27 tahun 2009 tentang MPR,
DPR,DPD dan DPRD. Namun pada penulisan bab ini akan lebih berfokus
pada Hak Budget DPR yang dijabarkan dalam UU No.17 tahun 2003

tentang keuangan negalr'cl.“2

a. Tahap Pendahuluan Pembicaraan Penyusunan APBN

Pasal 13 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara
menyebutkan bahwasanya ‘“Pemerintah pusat menyampaikan pokok-
pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran
berikutnya kepada DPR selambat lambatnya pertengahan bulan mei tahun
berjalan “. Ayat (2) menyatakan “Pemerintah pusat dan DPR membahas
kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
diajukan oleh Pemerintahan Pusat dalam pembicaraan pendahuluan
rancangan APBN tahun anggaran berikutnya”. Dari keterangan tersebut
dapat disimpulkan bahwasanya tahap pendahuluan pembicaraan

dilaksanakan paling lambat bulan mei setiap tahunnya.

*Mei Susanto, Hak Budget DPR di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 224.
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Dalam tahapan ini, dilakukan kegiatan secara simultan dalam

Rapat Kerja Badan Anggaran, antara lain:

1.

Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan
Menteri Bappenas).

Menteri Keuangan menyampaikan pokok-pokok kebijakan
fiskal dan makro ekonomi. Sedangkan Menteri Bappenas
menyampaikan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Bank Indonesia

Bank Indonesia memberikan pertimbangan penetuan
kebijakan asumsi makro ekonomi, terutama yang berkaitan
dengan tingkat inflasi, nilai tukar dan suku bunga SBI.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Bagan dalam hal ini, melakukan pembahasan bersama
pemerintah untuk menentukan kebijakan umum dan prioritas
anggaran  untuk  dijadikan = panduan  bagi  setiap

kementrian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran.

Hasil dari rangkaian pendahuluan pembicaraan ini adalah RKP

(Rencana Kerja Pemerintah).

b. Pembahasan RUU APBN

Pasal 15 ayat (1) UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara

menjelaskan bahwasanyaPemerintahan Pusat harus mengajukan RUU

tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukung
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kepada DPR pada bulan agustus tahun sebelumnya.” Dalam tahapan ini,
masing-masing pihak melakukan kegiatan secara serentak antara lain

sebagai berikut:
1. Pemerintah (diwakili oleh Menteri Keuangan)

Pada tahapan ini peran Pemerintah dimulai dengan pengajuan
RUU tentang APBN beserta nota keuangannya. Pengajuan tersebut
disampaikan oleh Presiden melalui pidato pengantar RUU APBN beserta

Nota Keuangannya dalam rapat paripurna DPR.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Setelah tahap awal telah dilakukan Badan Anggaran melakukan
pembahasan dengan pemerintah. pada tahapan ini juga Komisi VII dan
Komisi XI juga melakukan pembahasan mengenai asumsi makro.
Selanjutnya Bagan membentuk panja-panja yang berasal dari badan
anggaran dan pihak pemerintah yang ditunjuk dalam rapat kerja untuk
melakukan pembahasan dengan lebih terperinci. Hasil panja tersebut
kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat kerja Bagan dan Pemerintah.

lalu dilakukan proses sinkronisasi yang dilakukan secara bersamaa.
3. Komisi-Komisi

Setelah penyerahan Nota Keuangan, Komisi melakukan

pembahasan dengan Lembaga/Kementrian Teknis pasangan kerjanya

“Mei Susanto, Hak Budget DPR di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 226.
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mengenai penyelesaian terakhir RUU tentang APBN terutama mengenai
alokasi ~ anggaran  untuk  program, proyek atau  kegiatan

Kementrian/Lembaga tahun anggaran berikutnya.

c. Tahap Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester 11

Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran selama enam
bulan pertama perlu dilaporkan kepada DPR. Pemerintah dan Badan
Anggaran masing-masing melakukan kegiatan secara bersamaan,
Pemerintah menyampikan laporan APBN Semester I dan Prognosis
Semester II yang dibacakan oleh Menteri Keuangan selaku wakil
pemerintah. Sedangkan Badan Anggaran melakukan pembahasan
mengenai laporan realisasi Semester [ dan Prognosis Semester II bersama

dengan Pemerintah.

d. Tahap Pembahasan APBN Perubahan (APBNP)

Pada dasarnya tahap pembahasan APBNP tidak jauh beda dengan
pembahasan APBN induk, hanya bedanya pada pembahasan ini tidak
melalui tahap pemandangan umum fraksi-fraksi. Hasil pembahasan
APBNP ini kemudian disahkan dalam rapat paripurna menjadi suatu
undang-undang. Ada beberapa hal yang menyebabkan APBN mengalami

perubahan, diantaranya:

1. Asumsi yang digunakan dalam APBN tidak sesuai dengan

perkembangan ekonomi makro.
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2. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.

3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja.

4. Keadaan dimana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang

berjalan.

Dalam hal ini Pemerintah lah yang menyampaikan RUU
Perubahan APBN, dan kemudian melakukan pembahasan bersama dengan

Badan Anggaran DPR.
e. Tahapan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN

Enam bulan setelah tahun anggaran berakhir pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya.
Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk suatu laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. DPR, yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh Badan Anggaran melakukan pembahasan bersama
dengan pemerintah mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang
telah diaudit BPK, kemudian ditindak lanjuti oleh badan anggaran yang

nanti hasilnya disahkan dalam rapat pleno Badan Anggaran.**

Dalam rangkaian Hak Budget DPR akan menghasilkan 3 jenis

Undang-undang. Pertama Undang-undang APBN, kedua Undang-undang

“Mei Susanto, Hak Budget DPR di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 233-234.
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APBN Perubahan dan yang terakhir Undang-undang pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBN. Ketiga undang-undang tersebut merupakan satu
kesatuan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara dalam satu

tahun anggaran.

Dari langkah-langkah praktik Hak Budget DPR diatas dapat

diambil benang merahnya:

1. Tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31
Desember.

2. Penyusunan, mulai dari rencana kerja sampai penetapan paling
lambat dua bulan sebelum tanggal dimulainya tahun anggaran
yang baru.

3. Pelaksanaan dimulai terhadap UU APBN, kemudian
mengalami perubahan yang ditetapkan dalam UU APBNP
sebelum tahun anggaran berakhir.

4. Perhitungan APBN sebelumnya diperiksa oleh BPK dan
ditetapkan dalam UU perhitungan APBN selambat-lambatnya
6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

5. Dalam menjalankan APBN-nya DPR dalam satu tahun
anggaran akan melakukan kegiatan Pembahasan dan
Penetapan UU Perhitungan APBN, Pembahasan dan

Penetapan UU APBN Perubahan, Pembahasan dan Penetapan
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UU APBN. Meskipun untuk APBN dalam tahun anggaran

yang berbeda.

Bagan 1.1PembicaraanPendahuluanAPBN

Pertengahan Mei
Keppres tentang RKP
disampaikan kepada DPR
untuk dibahas bersama.

20 Mei
RapatParipurna
Pemerintah menyampikan
pokok-pokok pembicaraan
RAPRN.

!

/ Minggu 111 Mei \

Rapat Pripurna

Pandangan fraksi-fraksi atas
Kerangka ekonomi makro
danPokok-pokok kebijakan
fiskal dalam RAPBN yang
diajukan Pemerintah.

Minggu -1V Juni
Pembahasan RKP dan
kerangka ekonomi makro
dan pokok-pokok
kebijakan fiskal.

1

1

N J

Minggu I-11 Raker
Komisi VII dan XI
dengan mitra
kerjanya(rencana

............. \

Minggu I Juni
Rapat kerja Baggan
dengan

Pemerintahpenyampaian
RKD

Minggu Il Juni Rapat
Intern Badan Anggaran
DPR RlIpenyampaian hasil

pembahasan rapat kerja.

Minggu IV Juni Rapat kerja
Bagan dan Pemerintah
Laporan dan Pengesahan

tentang RKP

/ Minggu I Juli \

Menyempurnakan alokasi
anggaran menurut fungsi,
program dan kegiatan
kementrian/ lembaga sesuai
hasil pembahasanBadan
Anggaran DPR RI.

!

Penyampaian hasil sinkronisasi kepada
Bagan dan Mentri keuangan untuk
bahan penyusunan RUU APBN dan

Nota Keuangan

[ Paling Lambat JuliRapat \

Paripurna.

Penyampaian laporan hasil
pembahasan tentang RKP dan
pendahuluan pembicaraan
RAPBN di badan anggaran.

- J




Bagan 1.2Pembahasan dan Penetapan

-

Minggu IT Agustus
Rapat Paripurna
Presiden menyampaikan RUU APBN
beseta Nota Keuangan dan Dokumen
pendukung.

(ayat (1) Pasal 15 UU No.17 Tahun 2003,
Pasal 156, ayat (1) Pasal 159 UU No 27
Tahun 2009, ayat (1) PAsal 153 dan Pasal
\ 214 Tatib DPR RI)

\ 4

~

J

Minggu IV September
Rapat Tim Perumus
Draft RUU APBN
(Pasal 65 &107 UU No. 27 Tahun
2009 Pasal 155 Tatib DPR RI)

A

Pimpinan DPR memberitahukan
rencana Pembahasan RUU APBN
kepada pimpinan DPD
Ayat (2) pasal 154 tatib DPR RI

A 4

4 )

Minggu IIT Agustus
Rapat Paripurna
Pemandangan umum fraksi-fraksi
terhadap RUU APBN beserta Nota
Keuangannya
(ayat (2) pasal 150 UU No. 27 Tahun

2009, Ayat (2) Pasal 153 tatib DPR RI)

\ 4

/ Minggu IV Agustus \
Rapat Paripurna
Rapat Paripurna: Jawaban pemerintah
terhadap pemandangan umum fraksi-
fraksi terhadap atas RUU APBN dan
Nota keuangannya
Pasal 150 UU NO. 27 Tahun 2009, ayat
\ (4) pasal 153 Tatib DPR RI) /

v
/ Minggu IV Agustus \

Rapat kerja BAdan Anggaran dengan
pemerintahan (Menteri Keuangan) dan
Gubernur Bank Indonesia:
1. Penyampaian Pokok-pokok RUU
APBN dan nota keuangannya
2. Pembentukan panja dan tim
perumusan draft RUU APBN
Pasal 150 & 107 UU No. 27 Tahun
2009, pasal 65,66,155 tatib DPR

\ -/

|
I
I
I
I
I
\

&nggu IVSeptember Rapat Kerj Badh

Minggu I-IV September
Rapat Panja-Panja
Pembahsan RUU APBN beserta NK-nya <=9
(Pasal 65&107 UU No. 27 Tahun 2009,
Pasal 155 Tatih DPR RI)

Minggu I September
Rapat Intern :
Penyampaian hasil rapat kerja/RDP
Komisi dengan Mitra Kerjanya dalam
rangka pembahasan RKA K/L
(Pasal 65 &107 UU No. 27 Tahun 2009,
Pasal 155 Tatib DPR RI)

N e e e = —

7’

September
Rapat Kerja Komisi VII dan XTI dengan
Mitra kerjanya:
Pembahasan asumsi dasar dalam
RUU APBN
RApat Kerja?RDP Komisi-komisi
dengan Mitra Kerjanya:
Pembahasan RKA K/L
(ayat (2) Pasal 96 UU No. 27 2009,
Avyat (2) Pasal 53 tatib. /

o -

DPD menyampaikan pertimbangan tentang
RUU APBN kepada DPR paling lambat 14
hari sebelum diambil persetujuan bersam
antara DPR dan Presiden
Avat (4) Pacal 154 TTTT No 27 Tahun 2009

ll’
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Angaran dengan Pemerintahan (Menkeu
& meneg. PPn/Kepala Bappenas) &

Gubernur Bank Indonesia
1. Laporan dan pengesahan hasil panja
dan tim perumus RUU APBN
2. Pendapat akhir mini fraksi sebagai
sikap akhir

3. Pendapat pemerintah

4. Pengambilan keputusan untuk
dilanjutkan ke Tingkat II

(Pasal 159 UU No. 27 Tahun 2009, ayat

(4) Pasal 155 Tatib DPR R /

A 4

Minggu I Oktober
Anggota Badan Anggaran dari Komisi
menyampaikan hasil pembahasan badan
Anggaran Kepada Komisi yang

bersanoknutan secara tertulis

|

Minggu I Oktober
Rapat Kerja/RDP Komisi-komissi
dengan mitra kerjanya
Penyusunan RKA K/L sesuai hasil
pembahasan anggaran (selama 7 hari
kerja untuk disampaikan kembali ke
badan anggaran untuk ditetapkan

-

A

Penyampaian hasil penyesuaian oleh
komisi-komisi dengan mitra kerjanya
kepada badan anggaran dan menteri
keuangan
(Pasal 96 UU No. 27 Tahun 2009, ayat
(3) &(7) pasal 1535 tatib DPR RI)

/ Oktober Rapat Paripurna \
1.

Penyampaian laporan hasil
pembahasan tingkat I dibadan
anggaran DPR RI
2. Pernyataan
persetujuan/penolakan dari setiap
fraksi secara lisan yang diminta
oleh pimpinan rapat paripurna
3. Penyampaian pendapat akhir
pemerintah
(ayat (4) Pasal 15 UU No. 17 Tahun
2003, Pasal 151, Pasal 159, ayat (4)
Pasal 159 UU No. 27 Tahun 2009)

vyat (3) Pasal 155 tatib DPR R[)./
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Bagan 1.3 Tahap Penyampaian Laporan Realisasi Semester 1& PrognosisSemeste IISemester

PALING LAMBAT AKHIR JULI
Pamrintahan menyampaikan laporan
realisasi semerter 1 dan prognosis SM II
pelaksanaan APBN
(ayat (2) Pasal 27UU No 17 Tahun 2003,

Pasal 156 UU No 27 Tahun 2009)

Huruf I ayat (1) Pasal 224 UU No.
27 Tahun 2009 tentang MD 3
bahwa DPD menyampaikan
pengawasan atas pelaksanaan
APBN kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

/ Rapat Kerja Badan Anggaran dengan \

pemerintah (menteri Keuangan) dan
Gubernur Bank Indonesia
Penyampaian dan pembahasan Laporan
Semester 1 dan Prognosis Semester I1
pelaksanaan APBN
(Pasal 107, Pasal 160 Uu No. 27 Tahun 2009,

Paal 65 tatib DPR RI)

\_




Bagan 1.4 Tahapan Pembahasan APBN Peubahan (APBNP)

Rapat Paripurna

Pengumuman dalam Rapat Peripurna
tentang RUU Perubahan APBN
beserta nota perubahannya dan akan
dibahas oleh Badan Anggaran dan
Komisi terkait

Jika tidak terjadi perubahan asumsi
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Rapat Kerja /RDP Komisi-komisi
dengan Mitra Kerjanya:

Penyempurnaan perubahan RKA K/L
sesuai hasil pembahasan Badan
Anggaran

(Pasal 161 UU No 27 Tahun 2009,
Pasal 157 tatib DPR RI)

ekonomi mikro dan/atau perubahan
postur APBN yang sangat signifikan,

pembahasan dilakukan di badan
anggaran dan pelaksanaanya
disampaikan dalam laporan keuangan
pemerintah

(Pasal 27 UU No. 17 Tahun 2003,
Pasal 156 & Pasal 161 UU No 27
Tahun 2009, Pasal 157 tatib DPR RI)

\ 4

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan
Pemerintahan (Menteri Keuangan) dan
Gubernur Bank Indonesia:

1. Penyampaian Pokok-pokok

Rapat Kerja Badan Anggaran dengan
Pemerintahan (Menteri Keuangan) dan
Gubernur Bank Indonesia:

1. Lapiran dan pengesahan hasil
panja dan tim perumus RUU
perubahan RAPBN

2. Pendapat akhir mini fraksi
sebagai sikap akhir

3. Pandapat pemerintah

4. Pengambilan keputusan untuk
ditindaklanjuto ke tingkat II

(Pasal 161 UU No 27 Tahun 2009, ayat
(4) Pasal 155 &Pasal 157 tatib DPR RI)

Penyampaian hasil penyempurnaan oleh
Komisi-komisi dengan Mitra Kerjanya
kepada Badan Anggaran dan Menteri
Keuangan

(Pasal 96 UU No. 27 Tahun 2009, PAsal

53 tatib DPR RI PAgal 155 tatib DPR RI)

A 4

RUU perubahan APBN dan
Nota perubahannya

I

2. Pembentukan panja dan tim
perumus draft RUU
perubahan APBN

(Pasal 161 UU No 27 Tahun 2009,

RapatTim Perumus:

Draft RUU perubahan APBN

Rapat Paripurna paling lama 1 bulan
dalam masa siding seteltah RUU
perubahan diajukan oleh pemerintahan
ke DPR RI

1. Penyampaian laporan hasil
pembahasan tingkat I di Badan
anggaran

2. Penyampaian
persetujuan/penolakan dari
setiap fraksi secara lisan yang
diminta oleh pimpinan rapat
paripurna

3. Penyampaian pendapat akhir
pemerintah

(ayat (4) pasal 161 UU No. 27 Tahun
2009, ayat (5) pasal 155 tatib DPR RI,
Pasal 157 Tatib DPR RI)

Pasal 157 tatib DPR RI) (Pasal 161 UU No 27 Tahun 2009,
Pasal 157 tatib DPR RI)
Rapat Kerja Komisi VII dan XI T
dengan Mitra Kerjanya: Rapat Panja-paja
Pembahasan asumsi dasar dalam RUU Pembahasan RUU perubahan APBN
perubahan APBN beserta nota Perubahannya
Rapat kerja/RDP komisi-komisi (Pasal 161 UU No 27 Tahun 2009,

Pasal 157 tatib DPR RI)

Pembahasan Perubahan RKA K/L

Rapat Intern

Penyampaian hasil rapat kerja/RDP komisi dengan mitra
kerja nya dalam rangka pembahasan perubahan RKA K/L

Rapat kerja/RDP komisi-komisi

(Pasal 161 UU No 27 Tahun 2009, Pasal 157 tatib DPR RI)

Huruf ayat (1) pasal 224 UU
No. 27 Tahun 2009 tentang
MD3 bahwa DPD
menyampaikan pengawasan
atas pelaksanaan APBN
kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk
ditindaklanjuti
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Bagan 1.5 Tahapan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaa APBN

Juli
Rapat Paripurna
Pemerintahan menyampaikan Rapat kerja Badan Anggaran dengan
RUU Pertanggungjawaban atas pemerintah (Menteri Keuangan):
pelaksanaan APBN 1. Laporan dan pengesahan hasil panja
Rapat Panja-panja dan tim perumusan RUU
(Laporan Keuangan yang telah Pembahasan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaa
diperiksa oleh BPK) Pertanggungjawaban atas APBN
pelaksanaan APBN 2. Pendapat akhir mini fraksi sebagai
(Pasal 30 UU No. 17 Tahun sikap akhir
2003, Pasal 156& Pasal 163 UU (Pasal 158 tatib DPR RI) 3. Pengambilan keputusan untuk
No. 27 Tahun 2009, Pasal 158 dilanjutkan ke tingkat II
tatib DPR RI) I (Pasal 155 dan PAsal 158 tatib DPR RI)
[ e e e ok — 1
: Rapat Intern : v
Y : Penyampaian hasil pembahasan : ) )
Rapat Paripurna | laporan keuangan Negara dalam | Penyampa}ap has1.l penyempurnaan
Pandangan Fraksi Terhadap RUU I rapat kerja komisi dengan mitra 1 oleh komisi-komisi dengan mitra
pertanggungjawaban atas : kerjanya :\‘ kerjanya kepada Badan ANggaran dan
pelaksanaan APBN : : \ Menteri Keuangan untuk ditetapkan
; (Pasal 158 tatib DPR RI) -y
(ayat (2) Pasal 158 tatib DPR RI) e e e e v\ (ayat (2) pasal 96 UU No. Tahun 2009,
T T \‘ avat (2) nasal 53 tatih DPR RI)
\
\ 4 ¥
, TN\ — |
Rapat Paripurna Rapat Kerja BAKN \ SEPTEMBER
Tanggapan pemerintah terhadap Komisi-komisi Dapat %
pandangan fraksi terhadap RUU dengan mitra menyampaikan\‘ Rapat Paripurma
pertanggungjawaban atas kerjanya: telaahan ' P P
pelaksanaan APBN | Pembﬁhasan terhlitdap laporan ‘\ 1. Penyampaian laporan hasil
. aporan keuangan euangan \ pembahasan tingkat 1 di Badan
(ayat (3) Pasal 158 tatib DPR RI) negara pemerintah '\ Anggaran
Pasal 96 UU N pu;at }éz}n%;ell(ah 2. Pernyataan persetujuan/penolakan
! 237saT oo LU ;, iaudit “‘ j?ri-setiari f;ak-Si secara lisan yang
) ayat (2) pasal 53 Ayat (2) Pasal |\ iminta oleh pimpinan rapat
Rapat Paripuma tatib DPR RI, ayat S3tatibDPR R, | Y, Paripusna. ,
BPK menyampaikan laporan (B) Paal 158 tatib ayat (B) pasal \ 3. Penyampaian pendapat akhir
keuangan pemerintah pusat DPR RI 158 DPR RI \‘ pemerintah
\ ) v (penetapan dilakukan dalam waktu
(ayat (4) Pasal 158 tatib DPR RI) y Y Y'Y ‘\ paling lama 3 bulan setelah
’ \ disampaikan)
“ (Pasal 162 Uu No. 27 Tahun 2009,
Rapat kerja Badan Anggaran dengan \avat (3) Pasa 155 ayat (6) Pasal 158
pemerintah (Menteri Keuangan): \ tatib DPR RI)
1. Penyampaian pokok-pokok RUU ‘\
pertanggungjawaban atas \
pelaksanaan APBN \
2. Pembentukan panja dan tim \

perumusan draft RUU

Huruf g ayat (1) Pasal 224 UU
No. 27 Tahun 2009 tentang
MD3 bahwa DPD
menyampaikan pertimbangan
kepada DPR atas hasil
pemeriksaan atas kerugian
Negara dari BPK

(Pasal 107 UU No. 27 Tahun 2009, Pasal
65 ayat (5) PAsal 158, ayat (5) pasal 161
tatib DPR RI




BAB IV

ANALISIS TRANSPARANSI PELAKSANAAN HAK BUDGET DPR
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH DAN UU NO.17 TAHUN 2003 TENTANG

KEUANGAN NEGARA

A. Analisis Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR ditinjau dari UU

No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penelitian tentang Hak Budget DPR sebagai pelaksana Fungsi
Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN sebagai wujud pengelolaan
keuangan negara. Hak budget DPR secara konstitusional berbentuk
pembahasan bersama RUU APBN yang diajukan oleh Presiden untuk
kemudian diberikan persetujuan. Rumusan hak budget DPR dalam bentuk
“Pembahasan bersama” dan memberikan persetujuan merupakan kewenangan
yang sangat besar dalam bentuk pembahasan mendetail sampai satuan tiga
(unit organisasi, fungsi dan program)45. Dimana DPR bisa menolak,
menerima bahkan menyuruh perubahan terhadap RAPBN yang diusulkan

oleh Presiden.

Pasal 11 UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara

menyebutkan bahwasanya APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan

$pytusan MK No. 35/PUU-X1/2013.
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negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Hal inilah
yangmembuat DPR terlibat dalam penyusunan APBN sebagai pengelolaan
keuangan negara. Pada pasal 15 ayat (3) DPR dapat mengajukan usul yang
mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
Rancangan Undang-undang tentang APBN. Dimana kedudukan DPR dalam
hak budget sangatlah penting dan strategis karena tanpa persetujuan DPR,
RAPBN tidak dapat disahkan menjadi APBN. Apabila DPR tidak menyetujui
RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah Pusat dapat melakukan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran

46
sebelumnya.

Jimly Asshidigi menyebutkan bahwasannya hak budget DPR adalah
hak yang secara konstitusional dimiliki oleh DPR dalam pembahasan bersama
dengan Presiden untuk mensetujui ataupun menolak bahkan merubah RUU
APBN yang diusulkan oleh Presiden. Hak Budget DPR dimaknai sebagai hak
DPR untuk memberikan persetujuan proposal APBN yang diajukan oleh
Pemerintah. proposal tersebut merupakan konkretisasi kebijakan pemerintah
dalam rangka menjalankan tugasnya memberikan pelayanan terhadap
masyarakat untuk mencapat tujuan bernegara yaitu kesejahteraan. Jika dilihat
dari keterangan diatas, maka salah satu karakter penting APBN adalah hanya
dapat diajukan oleh Pemerintah bahkan lembaga legislatif dan yudikatif

ditentukan pula pembagian porsi anggarannya oleh Pemerintah.

*pasal 15 ayat (6) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 9.



82

Dengan melihat karakter APBN tersebut, maka Hak Budget DPR
adalah untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat dan check and balance
agar APBN sesuai dengan tujuan bernegara. Permasalahn yang kemudian
muncul adalah dalam proses melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dan
check and balance guna mencapai tujuan bernegara dalam pembahasan
proposal APBN, yaitu berupa tidak adanya tolak ukur yang jelas mengapa
proposal APBN harus disetujui, harus diperbaiki ataubahkan ditolak. Bahkan
dalam wawancara dengan anggota DPR RI M. Nasir Djamil yang diambil dari
buku karya Mei Santoso, beliau menyatakan karena pembahasan di DPR
bersifat politis, maka berimplikasi pada tidak adanya parameter yang tegas.
Hal yang dijadikan acuan adalah visi dan misi serta platform kebijakan dari

partai politik terhadap APBN.*’

Selain itu tolak ukur DPR dalam menyetujui, memperbaiki atau
bahkan menolak Proposal APBN dilihat dari segi terselenggaranya
kedaulatan rakyat, check and balance dan tujuan bernegara. Khususnya DPR
harus menggunakan Hak Budgetnya untuk mendorong APBN yang sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya program Pendidikan,
Pengentasan Kemiskinan, Kesehatan Pertanian dan Pekerjaan Umum. Harus
ada korelasi antara kebijakan anggaran dengan kebutuhan nyata yang

dirasakan oleh rakyat.

“Mei Susanto, Hak Budget DPR di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 276.
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B. Analisis Tansparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR ditinjau dari Figh

Siyasah.

Istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan
pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan fikih
menurut bahasa adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang
bersumber dari Alqur’an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan
penalaran atau ijtihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan
mengenai hukum agama islam. Kata siyasah berasal dari kata sasa yang
berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara bahasa siyasah berarti
memimpin dan mengatur sesuatu untuk kemaslahatan umat. Dari pengertian
diatas dapat disimpulkan Figih Siyasah adalah “Ilmu yang mempelajari
tentang seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk
hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

untuk mencapai kemaslahatan umat”.**

Hak Budget DPR ditinjau dari figih siyasah maksudnya adalah
pelaksanaan hak budget DPR di Indonesia ketika dilihat dari sudut pandang
Figih Siyasah. DPR sebagai wakil rakyat harus memiliki akhlak dan
kepribadian yang amanah, adil, taat dan musyawarah, sesuai dengan prinsip
yang harus dilaksanakan dalam figih Siyasah. Oleh karena itu pelaksanaan
hak budget DPR dilakukan secara musyawarah dan chack and balance guna

untuk transparansi kepada umat (rakyat). Sebagai rakyat yang memang

*®Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah, (Yogyakarta: Ombak, 2014), 28.
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berhak untuk dilindungi oleh negara, rakyatpun mempunyai kewajiban yang
harus dipenuhi diantaranya adalah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59 menjelaskan
bahwasanya rakyat memiliki kewajiban untuk mentaati para pemimpin di

negaranya. Firman Allah Swt yang berbunyi:
+Sa 3l5 I gadoly 1 sl e o ghnt

(13

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rosulullah dan Ulil Amri diantara kamu’. (Q.S. An-Nisa:59)

Ayat tersebut menjelaskan tiga hal yang pertama taat kepada Allah
menjalankan semua kewajibannya dan menjauhi semua larangannya. Yang
kedua, taat kepada Rasul yaitu mengamalkan sunnah dan mentauladani
perilakunya, karena beliaulah sang pemimpin umat islam sesungguhnya.
Yang ketiga, taat kepada Ulil Amri yaitu para Umara (ulama, panglima

perang, smua pemimpin dan kepala negara).

Selain dari kewajiban diatas, rakyat juga mempunyai kewajiban untuk
membayar pajak karena negara juga membutuhkan anggaran untuk dijadikan
sebagai kebijakan yang nanti manfaatnya kembali kepada rakyat itu sendiri.
Pada masa Rosulullah tempat penyimpanan harta umat disebut baitul mal,
begitu juga di Indonesia ada yang namanya Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) anggaran yang sudah terperinci tersusun dan
terencana untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat indonesia. Selain

daripada kewajiban rakyat (umat) juga berhak menetukan kebijakan mana
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yang dipilih untuk rakyat sendiri baik itu tentang anggaran atau belanja
negara maupun pengeluarannya melalui wakil wakil umat Ulil Amri. Menurut
ketatanegaraan islam Ahl al-Halli wa al-‘Aqd yang selalu bermusyawarah

dengan Amir al-Umaraa dalam segala hal mengenai kemaslahatan umat.

Pengeluaran dan Belanja Negara dalam Perspektif Islam, Prinsip
utama pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup serta untuk
kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat
merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara Islam
(walfare state).Semua sumber keuangan negara yang diperoleh seperti

diuraikan di atas dihimpun dalam kas negara (bait al-mal).

Lembaga legisatif atau parlemen (perwakilan rakyat) didalam figh
siyasah dikenal dengan sebutan ahl al-hall wa al-‘aqd atau majelis al-shura.
Abdul Wahab Khallaf membagai kekuasaan negara dalam tiga lembaga,
yakni lembaga legislatif (al-sultah al-tashri’iyah), lembaga eksekutif (al-
sultah al-tanfidhiyah) dan lembaga yudikatif (al-sultah al-qada’iyah). Ahl al-
hall wa al-‘aqd merupakan lembaga pembentuk undang-undang sebagaimana
kekuasaan al-sultah al-tashri’iyah. Muhammad Abduh mengidentikkan ahl al-
hall wa al-‘aqd dengan al-amr ketika membahas yang menyatakan: Adanya
perintah untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan
musyawarah yang beranggotakan terdiri dari para wulama ataupun

cendekiawan yang ditunjuk oleh penguasa ataupun rakyat sendiri baik
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melalui pemilihan langsung oleh penguasa negara atau pemilihan rakyat

melalui hasil suara terbanyak.

Jadi bait al-mal berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan
dan pengeluaran belanja negara. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran
negara, sebagaimana dijalankan dalam sejaran pemerintahan Islam, harus

mempertimbangkan kebutuhan dan negara dan warganya, yaitu :

a. Untuk orang-orang dakir dan miskin;

b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka
pertahanan dan keamanan negara;

c. Untuk menegakkan supremasi hukum;

d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan
sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan
yang luas;

e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;

f. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;

g. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan

pendapatan serta kekayaan.*

“Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2001), 273-294.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis dari penulis yang sudah dibahas dari bab II sampai

bab IV dapat diambil kesimpulan yaitu:

1.

Transparansi Pelaksanaan hak budget DPR ditinjau dari UU No.17
tahun 2003 tentang keuangan negara. Pembahasan Rancangan
Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-
undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat. DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan Undang-undang
tentang DPR. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai unit
organisasi, fungsi dan program. Apabila DPR tidak menyetujui
Rancangan Undang-undang, pemerintah pusat dapat melakukan
pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran
sebelumnya.

Transparansi Pelaksanaan Hak Budget DPR ditinjau dari figih siyasah
maksudnya adalah pelaksanaan hak budget DPR di Indonesia ketika
dilihat dari sudut pandang Figih Siyasah. DPR sebagai wakil rakyat
harus memiliki akhlak dan kepribadian yang amanah, adil, taat dan

musyawarah, sesuai dengan prinsip yang harus dilaksanakan dalam

87



88

figih Siyasah. Oleh karena itu pelaksanaan hak budget DPR
dilakukansecara musyawarah dan chack and balance guna untuk
transparansi kepada umat (rakyat). Ada hak dan kewajiban yang
melekat pada umat, salah satu hak nya adalah umat dilindungi oleh
pemerintah dalam menjalani kehidupannya. Membayar pajak untuk

khas negara itu salah satu kewajibannya.

B. Saran

1.

Kepada DPR RI hendaknya lebih transparansi dengan jelas kepada
rakyat indonesia mengenai tolak wukur atau parameter dalam
penggunaan Hak Budget DPR. RUU APBN yang dirancang oleh
Pemerintah dan kemudian dimintakan persetujuan kepada DPR,
ketika itulah DPR bisa menolak, menerima atau bahkan menginginkan
perubahan maka harus dijelaskan pertimbangan seperti apa yang
dipilih oleh DPR dalam RUU APBN itu.

Transparansi dalam melaksanakan Hak Budget nya seharusnya DPR
disosialisasikan lagi kepada masyarakat, karena DPR adalah wakil
rakyat dan kedaulatan milik rakyat, sejalan dengan itu maka wajar dan
patut jika masyarakat ikut mengawasi kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah beserta wakil rakyat (DPR) khususnya dalam anggaran
negara. Karena kebijakan APBN itu penting dan sensitif, maka
transparansi pelaksanaan hak budget DPR seharusnya diatur dan

dipertegas dalam UU.
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